MEKANISME PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) PADA PT.
PERTANI (PERSERO) CABANG BANYUWANGI

“ Mechanism Of Calculating and Payment Taxes on Land and Rural and
Urban Buildings (PBB-P2) At PT. Pertani (Persero) Cabang Banyuwangi”

LAPORAN TUGASAKHIR

Oleh

Mohammad Irfan Fagih
NIM 140903101046

PROGRAM STUDI DIPLOMA |11 PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTASILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITASJEMBER
2017


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

MEKANISME PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) PADA PT.
PERTANI (PERSERO) CABANG BANYUWANGI

LAPORAN TUGAS AKHIR

Digjukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya
Program Studi Diplomallll Perpgjakan Jurusan Ilmu Administras
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh

Mohammad Irfan Faqgih
NIM 140903101046

PROGRAM STUDI DIPLOMA |11 PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTASILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITASJEMBER
2017


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

PERSEMBAHAN

Laporan Praktek KerjaNyataini penulis persembahkan untuk:

1

Bapak Mahmudianto dan Ibu Subahyati tercinta yang senantiasa
memberikan motivasi dan kasih sayang serta do’a.

Moch Sofyan Hadi yang tak lain adalah kakak kandung saya yang selalu
membantu dan memberi arahan dalam proses belgjar.

Rizza Nia Umami yang tak lain adalah kakak ipar saya yang selalu
membantu dan memberi arahan dalam proses belgjar.

Penggar sgjak TK hingga Perguruan Tinggi yang terhormat, yang telah
memberikan ilmu dan bimbingan.

Alm. Adi Sucipto sahabat terbaik yang selalu mendukung saya.
Teman-teman DIl Perpgakan terimakasih atas kebersamaannya,
khususnya Admi, Boo, Desi, Viqi, Riski.

Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

MOTO

“Wa man jaahada fa-innamaa yujaahidu linafsihi : Barang siapa bersungguh-
sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk dirinya sendiri”

(QS Al-Ankabut [29] ayat 6)

Sumber : Al-Qur’an


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Mohammad Irfan Fagih
NIM : 140903101046

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa laporan hasil praktek kerja nyata yang
berjudul “Mekanisme Penghitungan dan Pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada PT. Pertani (Persero)
Cabang Banyuwangi” adalah benar hasil karya sendiri, kecuali beberapa kutipan
yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah digjukan pada institus mana
pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan
kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan
dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika

ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 31 Mei 2017

Y ang Menyatakan,

Mohammad Irfan Fagih
NIM 140903101046


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

UNIVERSITASJEMBER
FAKULTASILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA |1l PERPAJAKAN

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) Program Studi Diploma 11
Perpajakan Jurusan Ilmu Sosial Dan [Imu Politik Universitas Jember:

Nama : Mohammad Irfan Fagih
NIM : 140903101046
Jurusan :lImu Administrasi

Program Studi : Diploma Il Perpajakan
Judul
“Mekanisme Penghitungan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada PT. Pertani (Persero) Cabang
Banyuwangi”

Jember, 31 Mea 2017
Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Yeni Puspita, S.E.,M.E.
NIP 198301012014042001


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

PENGESAHAN

Karya Ilmiah Laporan Praktek Kerja Nyata berjudul “Mekanisme
Penghitungan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBB-P2) Pada PT. Pertani (Persero) Cabang Banyuwangi.” telah diuji
dan disahkan oleh Fakultas IImu Sosial dan [Imu Politik Universitas Jember pada:

Hari, tanggal : Jum’at, 9 Juni 2017
Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:
Ketua,

Y uslinda Dwi Handini, S.Sos., M.AB.
NIP 197909192008122001

Sekretaris, Anggota,
Y eni Puspita, SE.,M.E. Galih Wicaksono, S.E.,M.Si.,Akt
NIP 198301012014042001 NIP 198603112015041001
Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan [Imu Politik

Universitas Jember

Dr. Ardiyanto, M.S
NIP 195808101987021002

Vi


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

RINGKASAN

Mekanisme Penghitungan dan Pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada PT. Pertani (Persero)
Cabang Banyuwangi ; Mohammad Irfan Fagih, 140903101046; 2017: 56
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Praktek kerja nyata ini dilaksanakan mula tanggal 1 Maret 2017 sampai
dengan tanggal 31 Maret 2017. Tujuan penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata
di PT. Pertani (Persero) Cabang Banyuwangi adalah: 1) Memahami pelaksanaan
penghitungan dan pembayaran pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
pada PT. Pertani (Persero) Cabang Banyuwangi. 2) Memperoleh pengalaman
kerja lapangan yang berkaitan dengan perpgakan khususnya pajak bumi dan
bangunan. Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) penulis mempelgjari
tentang Penghitungan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada
PT. Pertani (Persero) Cabang Banyuwangi. Tarif pgak bumi dan bangunan untuk
daerah banyuwangi adalah 0,1% untuk Nilai Jual Objek Pgjak (NJOP) dibawah
Rp. 1.000.000.000,00 dan 0,2% untuk Nilai Jual Objek Pgjak (NJOP) diatas Rp.
1.000.000.000,00 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 6
Tahun 2012.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dipungut atas harta tetap,
yang diberlakukan melalui UU No. 12 tahun 1994. Harta tetap yang dimaksud
adalah bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang
ada dibawahnya, meliputi tanah dan perairan dalam serta laut wilayah Indonesia.
Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan
secara tetap pada tanah dan/atau perairan. Dasar pengenaan Pgjak Bumi dan
Bangunan (PBB) adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

Penghitungan pajak bumi dan bangunan menggunakan asas sistem official
assessment system, yaitu adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan

wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pagjak yang
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BAB |. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara adalah suatu rumah tangga yang besar, yang setiap tahunnya harus
menyediakan dana yang besar untuk membiayai pengel uaran-pengeluaran negara.
Untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran tersebut pemerintah berusaha
mengoptimalkan berbagai kemungkinan yang ada untuk meningkatkan
penerimaan negara khususnya dari dalam negeri yaitu salah satunya melalui
sektor pajak. Paak juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang
sangat penting bagi pelaksanaan peningkatan pembangunan nasional, serta
meningkatkan peran masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Mengingat pgjak merupakan sumber utama dalam penerimaan Negara,
maka pemerintah mengupayakan berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan
penerimaan Negara dari sektor pgjak melalui intensifikas dan ekstensifikas
perpajakan. Ekstensifikasi perpajakan adalah meliputi penggalian atau perluasan
objek pajak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
memungkinkan menjumlah objek pajak baru meningkat yang selama ini belum
diperhitungkan. Hal semacam ini yang menjadi tantangan bagi pemerintah untuk
dapat menggali objek paak seluas-luasnya. Sedangkan intensifikasi perpajakan
adalah meliputi, (1) Pembaharuan meliputi undang-undang Perpgakan serta
peraturan-peraturan tentang masalah pemungutan pajak, (2) Peningkatan mutu
Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang perpgakan, dalam hal ini aparat
perpagjakan selaku petugas, pemungut dan pelayan perpgakan, (3) Peningkatan
pelayanan pajak dengan memberikan kemudahan saran dan fasilitas-fasilitas
perpajakan (Tjahjono & Husein, 2000).

Penerimaan pajak di Indonesia pada dasarnya terdiri dari penerimaan pajak
dalam negeri dan penerimaan pgak luar negeri. Penerimaan pgak dalam negeri
terdiri dari; paak penghasilan (PPh), pajak pertyambahan nilai (PPN), pajak
penjualan atas barang mewah (PPnBM), bea materai, pajak bumi dan bangunan
(PBB), serta bea perolehan ha katas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak
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lainnya. Sedangkan penerimaan pajak dari luar negeri terdiri dari bea masuk dan
pajak atasimpor.

Pajak menurut lembaga pemungutnya dibagi menjadi dua, yaitu pajak
pusat dan pajak daerah. Pgjak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah
pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, sedangkan paak
daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk
membiayai rumah tangga daerah. Salah satu penerimaan pajak daerah yang
berperan sangat besar adalah Pajak Bumi dan Bangunan.

Pgjak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pgak yang dipungut atas harta
tetap, yang diberlakukan melalui UU No. 12 tahun 1994 (Meliala, 2007), yang
dimaksud harta tetap adalah bumi dan bangunan, bumi adalah permukaan bumi
dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, meliputi tanah dan perairan pedalaman
serta laut wilayah Indonesia. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang
ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan (Gunadi,1999).
Dasar hukum yang mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan adalah UU No.
12 tahun 1985 tentang Pgjak Bumi dan Bangunan sebagai mana telah diubah
dengan UU No. 12 tahun 1994ntentang perubahan atas UU No. 12 tahun 1985
tentang Pgjak Bumi dan Bangunan. Dalam pelaksanaannya, PBB juga diatur
dengan Peraturan Pemerintah serta Keputusan Menteri Keuangan (Tjahjono &
Husein, 2000).

Pengenaan Pgjak Bumi dan Bangunan adalah Nila Jua Objek Pagjak
(NJOP). Penetapan nilai jual objek pajak (NJOP) adalah tiga (3) tahun sekali
untuk daerah tertentu yang pembangunannya berkembang dengan pesat sehingga
mengakibatkan kenaikan nilai jual objek pajak (NJOP) cukup besar, maka dari itu
penetapan nila juanya ditetapkan setahun sekali. Dalam menetapkan nilai
juanya, Kepala Kantor Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Menteri Keuangan
bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk mempertimbangkan serta
memperhatikan asas official assessment system. Assessment value adalah nilai jual
yang dipergunakan sebagal dasar perhitungan pajak yang presentasinya diambil
dari nilai jual yang sebenarnya. Dengan mengambil judul laporan Mekanisme

Penghitungan dan Pembayaran Pgjak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
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Perkotaan (PBB-P2) Pada PT. Pertani (Persero) Cabang Banyuwangi ini penulis
dapat memahami bagaimana cara menghitung dan membayar pajak bumi dan
bangunan yang ada pada PT. Pertani (persero) Cabang Banyuwangi.

Pelaksanaan Praktek Kerja Lapang pada PT. Pertani (Persero) Cabang
Banyuangi yang merupakan Usaha Milik Negara (BUMN). PT. Pertani
merupakan perusahaan perseroan terbatas dan merupakan Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pertanian. Lini bisnis dari PT. Pertani
(Persero) ini antara lain: (1) Produks dan distribusi pupuk; (2) Produksi dan
distribusi beras; (3) Produksi dan distribusi benih; (4) Distribusi sarana produksi
pertanian non pupuk (pestisida, herbisida); (5) Pelayanan jasa (pengolahan lahan,
angkutan; (6) Pengolahan gedung pada sistem resi gudang; (7) perdagangan hasil
bumi (www.pertani.co.id).

PT. Pertani (Persero) Cabang Banyuwangi merupakan subyek pagak yang
telah terdaftar sebaga waib pagak dengan diperolehnya NPWP
01.001.651.7-627.001 sebagai identitas wajib pajak. Maka, PT. Pertani (Persero)
Cabang Banyuwangi mempunya kewajiban menghitung dan membayar pajak
yang terutang. Adapun pajak yang dihitung dan dibayarkan oleh PT. Pertani
(Persero) Cabang Banyuwangi adalah pgak penghasilan (PPh), paak
pertambahan nilai (PPN), dan pajak bumi dan bangunan (PBB). Dalam Laporan
Praktek Kerja Nyata ini, objek yang akan dibahas adalah Pajak Bumi dan
Bangunan, karena objek pajak tersebut merupakan salah satu kewgjiban dan
tanggung jawab PT. Pertani (Persero) Cabang Banyuangi untuk melakukan
penghitungan dan pembayaran.

PT. Pertani (Persero) Cabang Banyuwangi sendiri mempunyai 13 (tiga
belas) lokas yang dikenai pgak bumi dan bangunan, 13 (tiga belas) lokasi
tersebut adalah:
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Tabel 1.1 Lokas Objek Pajak PBB PT. Pertani (Persero) Cabang Banyuwangi
Tahun 2016

No. L etak Objek  LuasM* PBByangharus
Paj ak dibayar (Rp)

1 J. Ahmad Yani, Jend Bumi 13.035 30.805.230,00
25 Bangunan 894

2 J. Gambiran 1 Bumi 6.897 4.653.088,00
Bangunan 2141

3 Jl. Juanda 1 Bumi 20.365 19.868.885,00
Bangunan 1.223

4  J.Juandal Bumi 350 211.385,00
Bangunan 200

5 Jl. Juanda 1 Bumi 238 123.677,00
Bangunan 120

6 Persil 122 Bumi 5.814 511.632,00
Bangunan -

7 Persil D 562 Bumi 19.140 380.831,00
Bangunan 72

8 Persil S 330 Bumi 1.529 10.091,00
Bangunan -

9 Persil S 82 Bumi 3.446 22.054,00
Bangunan -

10 Persil D 84 Bumi 2.495 334.852,00
Bangunan 1116

11 Pesl S22 Bumi 7.523 48.197,00
Bangunan -

12 Persil S59 Bumi 7.852 98.935,00
Bangunan -

13 J. Bangorgo - Bumi 11.781 3.303.100,00
Sukorejo 11 Bangunan 360

TOTAL PBB 60.371.957,00

Sumber : PT. Pertani (Persero) Cabang Banyuwangi 2016
Total Pgjak Bumi dan Bangunan yang harus di bayar PT. Pertani (PERSERO)
Cabang Banyuwangi pada tahun 2016 adalah Rp 60.371.957,00.

Dalam upaya meningkatkan penerimaan pagak, terutama pajak bumi dan
bangunan diperlukan adanya system pembayaran yang baik, yaitu menjamin
kelancaran dan ketertiban membayar administras piutang pajak bumi dan
bangunan, memudahkan pengawasan sederhana dalam pelaksanaannya, sekaligus
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dapat menjamin peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan semaksimal
mungkin, sehingga hasil dari pembayaran pajak tersebut dapat digunakan dengan
baik dan bermanfaat bagi negara Indonesia untuk membiaya pembangunan
khususnya pembanguna nasional.

Mengingat pentingnya pajak bumi dan bangunan sebaga salah satu
sumber pendapatan negara dari sektor pgak, serta PT. Pertani (persero) Cabang
Banyuwangi sebagai subyek dan wajib pajak yang mempunya kewajiban
menghitung dan membayar pajak, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul
“Mekanisme Penghitungan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada PT. Pertani (Persero) Cabang

Banyuwangi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakan tersebut, maka rumusan masalah dalam
laporan ini adalah: “bagaimana mekanisme perhitungan dan pembayaran pajak
bumi dan bangunan perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada PT. Pertani (Persero)
Cabang Banyuwangi?”.

1.3  Tujuan dan manfaat praktek kerja nyata (PKN)

1.3.1 Tujuan praktek kerjanyata (PKN)

Berdasarkan latar belakan yang telah diuraikan diatas, adapun tujuan pelaksanaan
praktek kerja nyata (PKN), yaitu memahami mekanisme penghitungan dan
pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada
PT. Pertani (Persero) Cabang Banyuangi

1.3.2 Manfaat praktek kerjanyata (PKN)
Adapun manfaat dari pelaksanaan praktek kerjanyata (PKN), yaitu:
1. Bagi Penulis
a. Sebaga sarana latihan kerja sama serta menerapkan ilmu yang telah
diterima selama dibangku kuliah, khususnya yang berkaitan dengan

pelaksanaan mekanisme penghitungan dan pembayaran pajak bumi
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dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada PT. Pertani
(Persero) Cabang Banyuwangi.

Menambah wawasan dan pengalaman yang berkaitan dengan
mekanisme penghitungan dan pembayaran pajak bumi dan bangunan
perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada PT. Pertani (Persero) Cabang
Banyuwangi.

2. Bagi Universitas Jember

a. Sebagai gambaran dan pengetahuan akademik tentang mekanisme

penghitungan dan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan
dan perkotaan (PBB-P2) pada PT. Pertani (Persero) Cabang
Banyuwangi.

Sebagai acuan bagi penulis lain yang akan melakukan praktek kerja
nyata pada PT. Pertani (Persero) Cabang Banyuwangi.

3. Bagi PT. Pertani (Persero) Cabang Banyuwangi

a. Dapat mengevaluas mekanisme penghitungan pajak bumi dan

b.

bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada PT. Pertani
(Persero) Cabang Banyuwangi.

Sebagai bahan masukan untuk pertimbangan dalam kebijakan
perpajakannya, khususnya pada pajak bumi dan bangunan.
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BAB Il. TINJAU PUSTAKA

2.1 Pajak

Pengertian pajak menurut Soemitro (Brotodiharjo, 1993): Pajak adalah iuran
rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sector partikelir ke sector
pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada
mendapat jasa timbal balik (tagen prestatie) yang langsung dapat ditunjuk dan
yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian
disempurnakan pada saat beliau berpidato di depan Wisuda Sarjana Universitas
Parahyangan, yang kemudian dicantumkan dalam buku Pgjak dan Pembangunan
(Brotodiharjo, 1993), sebagai berikut: Pgjak adalah peralihan kekayaan dari pihak
rakyat ke kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplusnya”
digunakan untuk “public saving” yang merupakan sumber utama untuk

membiayai “public investment”.

Definisi lain yang dikemukakan oleh Djajadiningrat (Munawir, 1995) pajak
adalah suatu kewgjiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara
disebabkan suatu keadaan, kgjadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan
tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan
pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara

secara langsung, untuk memelihara kesgjahteraan umum.

Dari definisi-definisi tersebut dapat ditari kesimpulan tentang ciri-ciri yang

melekat pada pengertian pajak:

1. Pgak dipungut oleh negara (pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah), berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan
pel aksanaannya.

2. Daam pembayaran pajak-pgak tidak dapaat ditunjukan adanya kontra
prestasi individu oleh pemerintah atau tidak ada hubungan langsunhg

antar jJumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi individu.
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3. Peyelenggaraan pemerintah secara umum merukan kontra prestasi dari
negara.

4. Diperuntukan bagi pengeluararn rutin pemerintah jika masih surplus
digunakan untuk “public investment”.

5. Pgak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kegadian dan
perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang.

6. Paak dapat pula mempunya tujuan yang tidak budgetair yaitu

mengatur.
2.1.1 Fungs Pajak
Adaduafungs pgak (Tjahjono & Husein, 2000) yaitu:
1. Fungs Keuangan Negara (Budgetair)

Pemerintah memungut pagak terutama atau semata-mata untuk
memperoleh uang sebanyak-banyaknya untuk membiaya pengeluaran-

pengeluarannya baik bersifat rutin maupun untuk pembangunan.
2. Fungs Mengatur (Regularend)

Di samping usaha untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk
kegunaan kas negara, pajak harus dimaksudkan sebagai usaha pemerintah
untuk turut campur tangan dalam hal mengatur dan, bilamana perlu,
mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta.

Pada fungsi mengatur, pungutan pgjak digunakan:

a Seagal alat untuk melaksanakan kebijakan negara dalam bidang
ekonomi dan sosial.
b. Sebagai alat untuk mencapal tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di

luar bidang keuangan.
Bebrapa contoh pungutan pajak yang berfungsi mengatur:

a. Pemberlakuan tariff progesif (dalam hal ini pgjak dekenal juga berperan
sebagai alat dalam Retribusi Pendapatan).
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Pemberlakuan bea masuk yang tinggi bagi barang impor dengan tujuan
untuk melindungi produksi dalam negeri.

Pemberian fasilitas tax holiday atau pembebasan pajak untuk beberapa
jenis industri tertentu untuk dengan maksud mendorong atau
memotivas parainvestor untuk meningkatkan investasinya.

Pengenaan jenis pagjak tertentu dengan maksud untuk menghambat gaya
hidup mewah.

Pembebasan PPh atas Sisa Hasil Usaha Koperasi yang diperoleh
sehubungan dengan kegiatan usaha yang semata-mata dari dan untuk
anggota.

2.1.2 Pengelompokan Pajak
Adatiga pengel ompokan pajak (Mardiasmo, 2016) , yaitu:

1. Menurut Golongannya

a

Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib
pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang
lain.

Contoh: Pajak Penghasilan.

Pgjak tidak langsung, yaitu paak yang pada akhirnya dapat
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain

Contoh: Pgjak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifatnya

a

Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada
subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri wajib pajak.
Contoh: Pagjak Penghasilan.

Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa
memrhatiakan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pgjak Pertambahan Nilai dan Pgjak Penjualan atas Barang
Mewah

3. Menurut Lembaga Pemungutnya
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a  Pgak pusat, yaitu pgak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
Contoh: pajak Penghasilan, Pgjak Pertambahan Nilai, Pagjak
Penjualan atas Barang Mewah, Bea Materai dan Cukai

b. Pagak daerah, yaitu pgak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan
digunakan untuk membiayai rumah angga daerah.

2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak
Agar pemungutan pagak tidak menimbulkan hambatan dan perlawanan, maka
pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut (Mardiasmo, 2016):

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat K eadilan)

Sesuali dengan tujuan hukum, yakni mencapa keadilan, undang-undang
maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-
endangan diantaranya mengenakan pgak secara umum dan merata, serta
disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam
pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk
mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan menggukan
banding kepada pengadilan paj ak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Y uridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Ha ini
memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara
maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produks
maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian
masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil)

Sesual dengan fungsi budgetair, baiya pemungutan pajak harus lebih rendah
dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak haru sederhana
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Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong
masyarakat dalam memenuhi kewagjiban perpgakannya. Syarat ini telah
dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang aru.
Contoh:
a. BeaMaterai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam
tarif.
b. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif,
yaitu 10%.
c. Pgak perseroan untuk badan dan pgak pendapatan untuk
perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang
berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

2.1.4 Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak
Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikas
pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara
lain (Mardiasmo, 2016):
1. Teori Asuransi
Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, hak-hak rakyatnya. Oleh
karenaitu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi
asuransi karena memperol eh jaminan tersebut.
2. Teori Kepentingan
Pembagian beban pgak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan
(misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan
seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.
3. Teori Daya Pikul
Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus
dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur
daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan, yaitu:
a.  Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan
yang dimiliki oleh seseorang.
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b. Unsur subjektif, dengan memerhatikan besarnya kebutuhan materiil
yang harus dipenuhi.

Contoh:
Tuan A Tuan B
Penghasilan/bul Rp 10 juta Rp 10 juta
an
Status menikah bujangan
dengan 3
anak

Secara subjek PPh tuan A sama basar dengan tuan B, karena mempuanyai
penghasilan yang sama besar. Sedangkan secara subjektif, PPh untuk tuan A
lebih kecil dari pada tuan B, karena kebutuhan materiil yang harus dipenuhi
tuan A lebuh besar.

4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan
negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu
menyadari bahwa pembayaran pajak adal ah sebagai sesuatu kewajiban.

5. Teori Atas Daya Bédli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan paak. Maksudnya
memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat
untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya
kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesgjahteraan masyarakat.
Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat |ebih diutamakan.

2.1.5 Kedudukan Hukum Pajak
Menurut Prof. Dr. Rochman Soemitro, S.H., Hukum pgjak mempunyai kedudukan
diantara hukum-hukum sebagai berikut:

1. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara suatu individu dengan individu

lainnya.
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2. Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya.
Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut:
a.  Hukum TataNegara
b. Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif)
c. Hukum Pgjak
d. Hukum Pidana
Dengan demikian kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum
publik.

2.1.6 Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formil
Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiskus) selaku pemungut
pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Ada 2 macam hukum pgak (Mardiasmo,
2016), yaitu:
1. Hukum pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan antara
lain keadaan, perbuatan, peristiwva hukum yang dikenai pajak (objek pajak),
sigpa yang dikenakan pgak (subjek paak), berapa besar pgak yang
dikenakan (tarif pajak), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang
pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.
Contoh: Undang-undang Pajak Penghasilan.
2. Hukum pajak formil, memuatbentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum
materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil).
Hukum ini memuat antaralain:

a. Tatacarapenyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.

b. Hak-hak fiskus mengadakan pengawasan terhadap para wajib pgak
mengena keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang
pajak.

c. Kewgjiban wajib pajak, misalnya menyelenggarakan
pembukuan/pencatatan, dan hak-hak wagib pagak misanya
mengaj ukan keberatan dan banding.

Contoh: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
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2.1.7 Tata CaraPemungutan Pajak
1. Stelsel Pajak
Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan 3 stelsel:
a. Stelsel nyata(riel stelsdl)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek pajak (penghasilan yang nyata),
sehingga pemungutannya baru bisa dilakukan pada akhir tahun pajak,
yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya sudah diketahui. Stelsel
nyata mempunyal kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan
stelsel ini adadah paak yang dikenakan lebih redlistis. Sedangkan
kelemahannya adalah pajhak baru dapat dikenakan pada akhir periode
(setelah penghasial riil diketahui).

b. Stelsel anggapan (fictieve stelsal)

Pengenaan pajak dikenakan pada suatu anggapan yang diatur oleh
undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan
tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan
besarnya pagjak yang terutang untuk tahun pgak berjalan. Kebaikan stelsel
ini adalah pgak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus
menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang
dibayar tidak berdasarkan keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel
anggapan. Pada awal tahun, besarnya pagjak dihitung berdasarkan suatu
anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan
keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pgak menurut kenyataan lebih
besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib paak harus
menambah. Sebaliknya, jikalebih kecil kelebihannya dapat diminta.

2. Asas Pemungutan Pajak
a. Asasdomisili (asastempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas segala penghasilan wajib pajak

yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari
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dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku bagi wajib pajak luar
negeri.

b. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pgjak atas penghasilan yang bersumber dari
wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal wajib pajak.

c. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara

2.1.8 Sistem Pemungutan Pajak
1. Official Assessment System
Adaah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada
pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh
wajib pajak.
Ciri-cirinya:
a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada
fiskus.
b. Wajib pajak bersifat pasif..
c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pgak oleh
fiskus.
2. SAlf Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan pgak yang memberi wewenang kepada
wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
Ciri-cirinya:
a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib
pajak sendiri.
b. Wgjib pgak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan
sendiri pgjak yang terutang.
c. Fiskustidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3. Withholding System
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Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada
pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk
memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada
pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.1.9 Timbulnya Hutang Pajak

Hutang pajak timbul jika undang-undang yang menjadi dasar untuk
pemungutannya telah ada, dan telah dipenuhi syarat-syarat subjek dan syarat
objektif, yang ditentukan oleh undang-undang secara bersama (simultan). Syarat
objektif dipenuhi apabila keadaan yang nyata (tatbestand) yang disebut oleh
undang-undang dipenuhhi. Tatbestand (Bahasa Jerman) dapat berupa (Tjahjono
dan Husein, 2000):

1. Perbuatan

2. Keadaan, atau

3. Peristiwa
Saat timbulnya hutang pajak mempunyal peranan yang menentukan dalam:

1. Pembayaran penagihan pajak.

2. Memasukan surat keberatan.

3. Penentuan saat dimulai dan berakhirnya jangka waktu kadal uarsa.

4. Menerbitkan Surat Ketetapan Pgjak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak

Kurang Bayar Tambahan.

Ada dua garan atau pendapat mengenai saat timbulnya hutang pajak (Tjahjono
dan Husein, 2000), yaitu:
1. Ajaran materiil
Hutang paak timbul karena ada undang-undang paak dan
peristiwalkeadaan/perbuatan, dan  tidak menunggu dari  pihak
fiskus/pemerintah.
Sesual dengan gjaran materiil ini, saat terutangnya pajak penghasilan adalah:
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a. Pada suatu saat, untuk pajak penghasilan dapat dipotong oleh pihak
ketiga.
b. Pada akhir masa, untuk pagjak penghasilan karyawan yang dipotong
pemberi kerja, atau oleh pihak lain atas kegiatan usaha.
c. Padaakhir tahun untuk pajak penghasilan.
2. Ajaran formil
Hutang pajak timbul karena ada ketetapan dari pihak pemungut pajak yaitu
pemerintah atau aparatur pajak, sehingga pajak terhutang pada saat
diterbitkannya surat ketetapan pajak.

2.1.10 Penagihan Hutang Pajak
Tindakan penagiahn pagjak dapat dilakukan dengan 2 langkah (Tjahjono dan
Husein, 2000), sebagai berikut :
1. Penagihan secara pasif
a.  Penyerahan SKPKB, SKPKBT dan STP.
b. Apabilabelum berhasil dengan menggunakan surat tegoran.
2. Penagihan secara aktif
Penagihan dengan menggunakan surat paksa dan dilanjutkan dengan
tindakan sita. Surat paksa adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh
instansi yang berwenang atas nama keadilan untuk membayar sgjumlah
uang yang disebutkandalam surat paksa tersebutdalam jangka waktu
tertentu. Penagihan dengan surat paksa diatur dalam UU No. 19 tahun
1997 tentang penagihan dengan surat paksa.

2.1.11 Berakhirnya Hutang Pajak
Secara lengkap berakhirnya hutang pgjak adalah sebagai berikut (Tjahjono
dan Husein, 2000):
1. Pelunasan atau pembayaran
Umumnya hutang pajak berakhir dengan pembayaran ke kas negara atau
tempat lain yang ditunjukan oleh negara seperti bank-bank pemerintah, kantor

pos dan giro, dal lain-lain.
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. Kompensas (pengimbangan)

Kompensas dalat dilakukan atas pembayaran dan atas kerugian. Kompensasi
kerugian dimungkinkan jika pada awa pedirinya waib pgak menderita
kerugian. Sedangkan kompensas karena pembayaran dilakukan apabila salah
satu pihak mempunyai hutang dan mempunyai tagihan kepada pihak lain.
Daam hukum pagak kompensas pembayaran dapak dilakukan jika wajib
paak untuk satu jenis pgak mempunyai kelebihan pembayaran pajak
sedangkan untuk lain jenis terdapat kekurangan pembayaran pajak.

. Penghapusan hutang

Dimungkinkan berakhirnya pajak melalui penghapusan terhadap kewajiban
paak karena wajib pajak mengalami kebangkrutan sehingga mengalami
kesulitan keuangan. Untuk menentukan apakah seorang wajib pajak pailit
atau tidak diperlukan penyelidikan yang seksama oleh fiskus, dengan tujuan
menantinya fiskus dapat dipertanggungjawabkan.

. Daluwarsa atau lewat waktu

Daluwarsa yaitu jika dalam jangka waktu tertentu suatu hutang pajak tidak
ditagih oleh pemungutnya, maka hutang pgak tersebut dianggap lunas dan
tidak dapat ditagih lagi. Dengan demikian hutang pajak akan berakhir jika
melewati waktu daluwarsa.

. Pembebasan

Pengakhiran hutang pgjak yang dilakukan oleh fiskus tanpa persetujuan pihak
wajib pgjak. Hal ini dilakukan jika ada permohonan atau keadaan ekonomi
wajib pgak yang mengalami kemunduran keuangan. Pembebasan pajak
menurut undang-undang umumnya hanya deberikan terhadap sanks
administrasi.

. Penundaan penagihan

Dengan cara ini penagihan pajak terutang dapat ditunda dalam jangka waktu
tertentu. Jika kemudian wajib pajak mampu lagi untuk melunasi hutang
pajaknya, maka barulah ditagih. Jika tidak dapat juga ditagih maka barulah
dihapuskan pajaknya.
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2.1.12 Hambatan Pemungutan Pajak
Hambatan terhadap pemungutan paak dapat dikelompokan menjadi 2
(Mardiasmo, 2016), yaitu:
1. Perlawanan pasif
Mesyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang disebabkan antaralain:
a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
b. Sistem perpagakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dil aksanakan dngan baik.
2. Perlawanan aktif
Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh
wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak.
Bentuknya antaralain:
a Tax avoidance, usaha meringankan beban paak dengan tidak
melanggar undang-undang.
b. Tax evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar

undang-undang (menggel apkan pajak).

2.1.13 Tarif Pajak

Ada4 macam tarif pgak (Mardiasmo, 2016) :
1. Tarif sebanding/proporsional
Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenal
pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya
nilai yang dikenai pajak.
Contoh:
Untuk penyerahan Barang Kena Pgjak didalam daerah pabean akan dikenakan
Pgjak Pertambahan Nilal sebesar 10%.
2. Tarif tetap
Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang
dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
Contoh:
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Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nila nhominal
berapapun adalah Rp 3.000,00-
3. Tari progresif

Persentase tarif yang digunakan semakain besar bila jumlah yang dikenakan

pajak semakin besar.

Contoh:
Pasal 17 UU Pgjak Penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam

negeri.
L apisan Penghasilan Kena Pajak Tarif
Paj ak

Sampai dengan Rp 50.000.000,00 5%
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00 15%
Di atas Rp 250.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00 25%
Di atas Rp 500.000.000,00 30%

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi:
a. Tarif progresif progresif : kenaikan persentasenya semakin besar
b. Tarif progresif tetap . kenaikan persentasenyatetap
c. Tarif progresif degrasif : kenaikan persentasenya semakin kecil
4. Tarif degresif
Presentase tarif yang digunakan semakin kecil bilajumlah yang dikenai pajak

semakin besar.

2.2 Pajak Daerah

Menurut Marsyahrul (2004), Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh
pemerintah daerah (baik pemerintah daerah tingkat 1 maupun pemerintah daerah
tingkat 2) dan hasil dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan
pembangunan daerah (APBD).

Definisi pgjak daerah menurut UU Pgjak Daerah dan Retribusi Daerah
Nomor 28 tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
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Untuk pengadministrasian yang berhubungan dengan pgak derah, akan
dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pgjak Daerah atau
Kantor sgenisnya yang dibawahi oleh Pemerintah Daerah setempat. Pgjak daerah
diatur oleh undang-undang dan hasilnya akan masuk ke dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dasar hukum Pajak Daerah adalah:

1. UU No. 34 Tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan dari UU No.
18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2. PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; dan
3. PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

2.2.1 Ciri-ciri Pajak Daerah
Ciri-ciri pajak daerah menurut Marsyahrul (2004):
1. Pgjak daerah dapat berasal dari pgjak asli daerah maupun pajak pusat yang

diserahkan kepada daerah sebagal pajak daerah.

2. Pgjak daerah dipungut oleh daerah hanya di wilayah administrasi yang
dikuasainya.

3. Pgjak daerah digunakan untuk membiaya urusan rumah tangga daerah dan
atau untuk membiayal pengeluaran daerah.

4. Dipungut oleh daerah berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA), sehingga
pajak daerah bersifat memaksa dan dapat dipaksakan kepada masyarakat
yang wajib membayar. Perda mengenai pajak daerah paling sedikit

mengatur mengenai :

a. Nama, objek dan subjek pajak.

b. Dasar pengenaan, tariff dan cara penghitungan.
c. Wilayah Pemungutan.

d. Masa Pgjak

e. Penetapan.
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f. Tata cara pembayaran dan penagihan.

0. Kedaluwarsa.

h. Sanksi administrative.

i. Tanggal mulai berlaku.

2.2.2 JenisPajak Daerah
Jenis pajak daerah menurut Mardiasmo (2004):
1. Pgjak provinsi:

a
b
C.
d

€.

Pgjak Kendaraan Bermotor;

. Pgjak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

Bea Balik Nama K endaraan Bermotor;

. Pajak Air Permukaan;

Pajak Rokok.

2. Pagjak Kabupaten/K ota:

a

o @

-~ 0o a o T

Pajak Hotel;

Pgjak Restoran;

Pajak Hiburan;

Pajak Reklame;

Pajak Penerangan Jalan;

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
Pajak Parkir;

Paak Air Tanah;

Pajak Sarang Burung Walet;

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2);
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.3 Pajak Bumi dan Bangunan

Pagjak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas harta
tetap, yang diberlakukan melalui UU No. 12 tahun 1994 munurut Meliala (2007),
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yang dimaksud harta tetap adalah bumi dan bangunan, bumi adalah permukaan
bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya, meliputi tanah dan perairan
pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Sedangkan bangunan adalah konstruksi
teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan
(Gunadi, 1999).

2.3.1 Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar hukum yang mengatur tentang Pgjak Bumi dan Bangunan adalah
UU No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagai mana telah
diubah dengan UU No. 12 tahun 1994ntentang perubahan atas UU No. 12 tahun
1985 tentang Pgjak Bumi dan Bangunan. Dalam pelaksanaannya, PBB juga diatur
dengan Peraturan Pemerintah serta Keputusan Menteri Keuangan (Tjahjono &
Husein, 2000).

2.3.2 Terminologi Pajak Bumi dan Bangunan
1. Bumi, yang dimaksud dengan bumi dalam UU NO. 12 tahun 1994 tentang
Pgjak Bumi dan Bangunan adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada
di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman
(termasuk rawarawa tambak  pengairan) serta laut wilayah Republik
Indonesia.
2. Bangunan, yang dimaksud bangunan adalah konstruks teknikyang
ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan untuk tempat
tinggal, tempat usaha dan tempat yang diusahakan.
3. Nila Jual Objek Pgjak (NJOP) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari
transaks jua beli yang secara wajar, dan bila mana tidak terddapat transaksi
jua beli, maka NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain
yang sgjenis, atau nilai perolehan baru, atau Nilai Jual Objek Pajak Pengganti.
4. Surat Pemberitahuan Objek Pgak (SPOP) adalah surat yang digunakan
oleh wgib pgak untuk melaporkan data objek paak menurut ketentuan

undang-undang.
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5. Surat Pemberitahuan Pgjak Terutang (SPPT) adalah surat yang digunakan
oleh Direktorat Jendral Pajak untuk memberi-tahukan besarnya pgak terutang
kepadawajib pajak.

2.3.3 Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Subjek pagak PBB adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata
mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi,
dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan, yang
meliputi antara lain pemilik, penghuni, pengontrak, penggarap, pemaka dan
penyewa.

Jika suatu objek pajak belum diketahui secara pasti siapa wajib pajaknya,
maka yang menjadi subjek pajak dapat ditunjuk oleh Dirjen Pajak. Beberapa
ketentuan khusus yang tentang siapa sgja yang menjadi subjek dalam ha ini
(Tjahjono & Husein, 2000).

1. Jika suatu subjek pajak memanfaatkan atau menggunakan bumi dan/atau
bangunan mmilik orang lain yang bukan karena suatu hak berdasarkan
undang-undang atau bukan karenaperjanjian, maka subjek paak yang
memamnfaatkan / menggunakan bumi dan/atau bangunan ditetapkan
sebagal wajib pajak.

2. Suatu objek pajak yang masih sengketa dan masih dalam pengadilan, maka
orang atau badan yang memanfaatkan / menggunakan objek pajak
tetrsebut ditetapkan sebagal wajib pajak.

3. Subjek pajak daam waktu lama yang berada diluar wilayah letak objek
paak, sedang untuk merawat objek pagak tersebut dikuasakan kepada
orang atau badan yang diberi kuasa dapat ditunjuk sebaga wajib pajak.

Yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan/atau
bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya.
Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa
tambak pengairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah
konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara permanen pada pada tanah
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dan/atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang diusahakan
(Tjahjono & Husein, 2000).
Termasuk dalam penegrtian bangunan dibawah ini adalah:

a

s«

-~ 0o o 0 T

Jalan lingkunngan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan, seperti
hotel, pabrik dan emplasemennyadan lain-lain yang merupakan stau
kesatuan dengan kompleks tersebut;

Jalat tol;

Kolam renang;

Pagar mewah;

Tempat olahraga;

Galangan kapal, dermaga;

Tempat penampungan / kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;

Fasillitas lain yang memberikan manfaat.

Sedangkan objek pajak yang dikecuallikan dari Pengenaan Pgjak Bumi dan

Bangunan adalah objek pajak yang:

a

Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang
ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yanng
tidak dimaksud untuk mencari keuntungan.

Contoh: magjid, greja, wihara, rumah sakit, pesantren, madrasah,
museum, candi, panti jompo, panti asuhan, dil;

Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sgenis
dengan itu;

Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman
nasional, taman pengembal aan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara
yang belum dibebani hak;

Digunakan oleh perwakilan diplomatik konsulat berdasarkan atas timbal
balik;

Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang

ditentukan oleh Menteri Keuangan.
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2.3.4 Nilai Jual Objek Pajak Tidak KenaPajak (NJOPTKP)
Nilal Jual Objek Pajak Tidak Kenak Pajak (NJOPTKP) adalah batas Nilai
Jual Objek Pgjak atas bumi dan bangunan yang tidak kena pagjak. Besarnya
NJOPTKP untuk setiap daerah Kabupaten/K ota setinggi-tingginya Rp 12.000.000
dengan ketentuan sebagai berikut (Booklet PBB, 2015):
1. Setigp wajib paak memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak satu
kali dalam satu Tahun Pajak.
2. Apabila wajib pajak mempunyai beberapa objek paak, maka yang
mendapatkan penguranagn NJOPTKP hanya satu objek pajak yang
nilainyaterbesar dan tidak bisa digabungkan dengan objek pagjak lainnya.

2.3.5 Dasar Pengenaan dan Cara Menghitung Pajak
Dasar pengenaan pajak dan cara menghitung pgjak (Mardiasmo, 2016).

1. Dasar pengenaan pgjak adalah Nilai Jual Objek Pgjak (NJOP).

2. Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan setiap tiga tahuhn oleh
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pgjak atas nama Menteri
Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat
Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) setempat.

3. Dasar perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya 20%
dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

4. Besarnya persentase ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan
memperhatikan kondisi ekonomi nasional.

Pada dasarnya penetapan Nilai Jual Pbjek Pajak adalah tiga tahun sekali.
Namun demikian untuk daerah tertentu yang karena perkembangan pembangunan
mengakibatkan kenaikan NJOP cukup besar, maka penetapan nilai jual ditetapkan
setahun sekali.

Daam menetapkan niali jual, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral
Pgak atas nama Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat
Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) setempat serta memperhatiakan

asas self assessment. Yang dimaksud (assessment value) adalah niali jual yang
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dipergunakan sebagai dasar penghitungan pgak, yaitu suatu persentase tertentu
dari nilai jual sebenarnya.

Untuk perekonomian sekarang ini, terutama untuk tidak terlalu membebani
wajib pgak di daerah pedesaan, tetapi dengan tetap dengan memerhatikan
penerimaan, khususnya bagi Pemerintah Daerah, maka telah ditetapkan besarnya
persentase untuk menentukan besarnya NJKP, yaitu:

1) Sebesar 40% dari NJOP untuk:

a. Objek pajak perkebunan.

b. Objek pajak kehutanan.

c. Objek paak lainnya, yang wajib pajaknya perorangan dengan NJOP
atas bumu dan bangunan sama atau lebih besar dari Rp
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2) Sebesar 20% dari NJOP untuk:

a. Objek pajak pertambangan.

d. Objek pajak lainnya yang NJOP-nya kurang dari Rp 1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah).

Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengkalikan tarif pagak
dengan NJKP.

Pajak Bumi dan Bangunan = Tarif Pajak x NJKP

=0,5% x [Persentase NJKP x (NJOP-NJOPTKP)]

2.3.6 PBB Perdesaan dan Perkotaan (P2)

Sgjak berlakunya Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tanggal 15 September
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, wewenang untuk memungut
Pagak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan diserahkan ke
pemerintah kabupaten atau kota. Penyerahan pengelolaan Pgjak Bumi dan
Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan kepada pemerintah kabupaten atau
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kota dimula tangga 1 Januari 2011 dan paling lambat 1 Januari 2014
(Mardiasmo, 2016).

PBB Perdesaan dan Perkotaan (P2) adalah pajak atas bumi dan/atau
bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau
badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk sector usaha perkebunan,
perhutanan, pertambangan, dan usaha tertentu lainnya masih dipungut oleh
pemerintah pusat. Tarif PBB P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma
tigapersen). Tarif PBB P2 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Objek PBB P2 adalah bumi dan bangunan, termasuk dalam pengertian
bangunan adal ah:

a. Jaan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti
hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan
kompleks bangunan tersebut;

Jalan tol;

Kolam renang;
Pagar mewah;
Tempat olahraga;

-~ 0o o 0 T

Galangan kapal, dermaga;

Taman mewah;

J «

Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan

i. Menara
Sedangkan yang tidak dikenakan objek PBB P2 adalah objek pajak yang:

a. Digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan
pemerintahaan;

b. Digunakan semata-mata untuk kepentingan umum dibidang ibadah, sosial,
kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan
untuk memperoleh keuntungan;

c. Digunakan untuk keburan, peninggalan purbakala, atau sgjenisnya;
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Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman
nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, tanah negara yang
belum dibebani suatu hak;

Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang
ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Surat Pemberitahuan

Pajak Terutang (SPPT), Surat K etetapan Pajak (SKP)
Hubungan antara Surat Pemberitahuan Objek Pgjak (SPOP), Surat Pemberitahuan
Pgak Terutang (SPPT), dan Surat Ketetapan Pgak (SKP) enurut Mardiasmo,

2016.
1

Dalam rangka pendataan, subjek pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya

dengan mengisi SPOP.

Daam rangka pendataan, wajib pgjak akan diberikan SPOP untuk diisi dan

dikembalikan kepada Direktorat Jendral Pajak. Wajib pajak yang pernah

dikenakan IPEDA yidak wajib mendaftarkan objek pajaknya kecuali jika

ia mendapatkan SPOP, maka dia wagib mengisinya dan

mengembalikannya kepada Direktorat Jendral Pajak.

SPOP harus diisi dengan jelas, benar, lengkap dan tepat waktu serta

ditandatangani dan disampaikan kepada Dirjen Pgak yang wilayah

kerjanya meliputi letak objek paak selambat-lambatnya 30 hari setelah

tanggal diterimanay SPOP oleh subjek pajak.

Dirjen Pagak akan menerbitkan SPPT berdasarkan SPOP yang

diterimanya. SPPT diterbitkan atas dasar SPOP, namun untuk membantu

wajib pajak SPPT dapat diterbitkan berdasarkan data objek pagak yanng

telah ada pada Direktorat Jendral Pajak.

Direktorat Jendral Pajak dapat mengeluarkan SKP dalam hal-hal sebagai

berikut:

a. Apabila SPOP tidak disampaikan dan setelah ditegur secara tertulis
tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.
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b. Apabila berdasarkan hasil; pemeriksaan atau keterangan lain ternyata
jumlah pajak yang terutang (seharusnya) lebih besar dari jumlah pajak
yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak.

Wagjib pagjak yang tidak menyampaikan SPOP pada waktunya, walaupun
sudah ditegur secaratertulis juga tidak menyampaikan dalam jangka waktu
yang ditentukan dalam Surat Teguran itu, Direktur Jendral Pajak dapat
menerbitkan Surat K etetapan Pajak (SKP) secarajabatan.

Apabila berdasarkan pemeriksaan atau keteranngan lain yang ada pada
Direktorat Jendral Pgjak ternyata jumlah pgjak yang terutang lebih besar
dari jumlah pgak daam SPPT yang dihitung atas dasar SPOP yang
disampaikanwajib pajak, Direktur Jendral Pajak menerbitkan SKP secara
Jabatan.

5. Jumlah pgjak yang terutang dalam SKP sebagai mana dimaksud dalam
huruf d nomer 1 adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi
sebesar 25% dihitung dari pokok pajak.

Sanks administrasi yang dikenakan teradap wajib pajak yang tidak
menyampaikan SPOP, dikenakan sanksi dengan tambahan terhadap pokok
pajak yaitu sebesar 25% dari pokok pajak.

SKP ini berdasarkan data yang ada pada Direktorat Jendral Pajak menurut
penetapan objek pajak dan besarnya pajak yang terutang beserta denda
administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak.

6. Jumlah pgjak yang terutang dalam SKPKB sebagal mana yang dimaksud
dalam huruf d nomer 2, adalah selisih pajak yang terutang berdasarkan
hasil pemeriksaan atau keterangan lain dengan pagjak yang terutang yang
dihitung berdasarkan SPOP ditambah denda adminbistrasi sebesar 25%
dari selisih pgjak yang terutang.

Sanksi administrasi dikenakan terhadap wajib pgjak yang mengisi SPOP
tidak sesual dengan keadaan yang sebenarnya.

2.3.8 Tata Cara Pembayaran dan Penagihan
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Tata cara pembayaran dan penagihan pgak PBB (Mardiasmo, 2016).

1)

2)

3)

Pgjak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya
6 bulan sgjak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.

Contoh:

Apabila SPPT diterima oleh wajib pajak pada tangga 1 April 2010,maka
jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 30 September 2010.

Pajak yang terutang berdasarkan SKP harus dilunasi selambat-lambatnya 1
bulan sgjak diterimanya SKP oleh wajib pajak.

Contoh:

Apabila SKP diterima oleh wajib pgjak padatangga 1 Maret 2010, maka
jatuh tempo pengembaliannya adalah tanggal 31 Maret 2010.

Pajak yang terutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau
kurang bayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% sebulan, yang
dihitung dari saat jatuh tempo saat hari pembayaran untuk jangka waktu
paling lama 24 bulan.

Menurut ketentuan ini, pgak yang terutang pada saat jatuh tempo
pembayaran tidak atau kurang bayar, dikenakan denda administrasi
sebesar 2% setiap bulan dari jumlah yang tidak atau kurang bayar tersebut
untuk jangka waktu yang paling lama 24 bulan, dan bagian dari bulan
dihitung penuh 1 bulan.

Contoh:

SPPT tahun pgak 2010 diterima oleh wajib pgak pada tanggal 1 maret
2010 dengan pajak yang terutang sebesar Rp 500.000,00. Oleh wajib pajak
baru dibayar pada tanggal 1 September 2010. Maka terhadap wajib pajak
tersebut dikenakan denda administrasi sebesar 2%, yakni

2% x Rp 500.000,00 = Rp 10.000,00.

Pajak yang terutang yang harus dibayar pada tanggal 1 September 2010
adalah:

Pokok pajak + denda administrasi =

Rp 500.000,00 +Rp 10.000,00 = Rp 510.000,00.
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Bilawagjib paka tersebut baru membayar utang pajaknya pada tanggal 10
Oktober 2010, maka terhadapwajib pajak tersebut dikenakan denda 2 x 2%
dari pokok pajak, yakni:

4% x Rp 500.000,00 = Rp 20.000,00

Pgak yang terutang yang harus dibayar pada tanggal 10 Oktober 2010
adalah:

Pokok pagjak + denda administrasi =

Rp 500.000,00 + Rp 20.000,00 = Rp 520.000,00

Denda administrasi sebagai mana dimaksud dalam nomor 3 diatas,
ditambah dengan utang pajak yang belum atau kurang bayar ditagih
dengan Surat Taguhan Pagak (STP) yang harus dilunasi selambat-
lambatnya 1 bulan sgjak diterimanya STP oleh wajib pajak.

Menurut ketentuan ini denda administrasi dan pokok pagak seperti dalam
nomor 3 di atas, ditagih menggunakan STP yang harus dilunasi dalam
waktu satu bulan sgjak tanggal diterimanya STP tersebut.

Pajak yang terutang dapat dibayar di Bank, Kantor Pos dan Giro dan
tempat lain yang yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Tata cara pembayaran ddan penagihan paak diatur oleh Menteri
Keuangan.

Surat Pemberitahuan Pgak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak
(SKP), dan Surat Tagihan Pgjak (STP) merupakan dasar penagihan pajak.
Jumlah pgak yang terutang berdasarkan STP yang tidak dibayarkan pada
waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

Dalam hal tagihan pajak yang kurang bayar setelah jatuh tempo yang telah
ditentukan, penagihannya dilakukan dengan surat paksa yang saat ini
berdasarkan UU No. 19 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU
No.19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
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BAB I11. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Waktu dan Tempat Kegiatan Praktek Kerja Nyata
3.1.1 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Jadwal pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata sesual dengan surat
tugas Nomor 457/UN25.1.2/SP/2017 yaitu dimulai dari tanggal 01 Maret sampai
dengan 31 April 2017 atau 31 (tiga puluh satu) hari kalender di PT. Pertani
(Persero) Cabang Banyuwangi.

Adapun kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilakukan sesuai dengan jam
kerjadi Kantor PT. Pertani (Persero) Cabang Banyuwangi yaitu:

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata

Hari Kerja Jam Kerja Istirahat
Senin s/d Kamis 08.00-17.00 WIB 12.00 - 13.00 WIB
Jum’at 08.00-17.00 WIB 11.00 - 13.00 WIB
Sabtu dan Minggu Libur Libur

Sumber: PT. Pertani (Persero) Cabang Banyuwangi, 2017

3.1.2 Tempat Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata dilakukan di Kantor PT. Pertani
(Persero) Cabang Banyuwangi. Jdan Ahmad Yani No. 27 Banyuwangi pada
bagian Keuangan Umum dan Perpajakan. Adapun struktur organisasi kantor PT.
Pertani (Persero) Cabang Banyuwangi sebagai berikut.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Kepala PT. Pertani
(PERSERO) Cabang
Banyuwangi

34

Unit Produksi . . . Unit

Unit Produksi Unit
Pupuk dan - =t Unit Pemasaran - Penggilingan
Pestisida Benih Pergudangan Padi

| |
Kasi. Kasi. Keu &
Operasional Umum
Gambar 3.1 Struktur Organisas Kantor PT. Pertani (Persero) Cabang

Banyuwangi
Sumber: PT. Pertani (Persero) Cabang Banyuwangi

Dari gambar 3.1 di atas, dapat diuraikan tugas masing-masing bagian, adapun
tugas masing-masing bagian adalah sebagai berikut:
1. Kepala Cabang
Membantu pelaksanaan tugas-tugas Kepala Wilayah merencanakan,
mengkoordinasikan, dan melaksankan aktivitas transaksi dalam kegiatan
pemasaran dan distribusi, serta bertanggung jawab melaksanakan tindakan
hokum dan mengikatkan diri dalam transaksi untuk dan atas nama
perusahaan sebagaimana ditetapkan dalam kebijakan operasional Kepala
Wilayah sesuai rencana kerja dan anggaran yang ditetapkan Direksi.
Meneliti aspek

sosioekonomis, teknologi, kebijakan pemerintah, pemasok, pelanggan dan

lingkungan eksternal usaha yang menyangkut
pesaing serta mendiagnosis dampak peluang dan ancaman Yyang
berpengaruh kepada pelaksanaan kegiatan pemasaran di seluruh daerah
kerjanya.

2. Unit Produksi Pupuk dan Pestisida
Melaksanakan perencanaan, pengkoordinasian dan  pengendalian
pengel olaan perusahaan dibidang produksi pupuk dan pestisida.

3. Unit Produksi Benih
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Melaksanakan perencanaan, pengkoordinasian dan pengendalian
pengel olaan perusahaan dibidang produksi pupuk dan pestisida.

4. Unit Pemasaran
Melaksanakan perencanaan, pengkoordinasian dan pengendaian
pengelolaan perusahaan dibidang pemasaran sarana produksi pertanian,
jasa, dan hasil pertanian.

5. Unit Pergudangan
Melaksanakan kegiatan pengelolaan pergudangan dalam rangka
pengel olaan perusahaan.

6. Unit Penggilingan Padi
Melaksanakan kegiatan penggilingan padi dalam rangka pengelolaan
perusahaan.

7. Kas Operasional
Membantu pelaksanaan tugas Cabang dalam pemasaran, distribusi dan
produksi dengan bertanggung jawab untuk memastikan organisasinya
berjalan sebaik mungkin dalam memberikan pelayanan dan memenuhi
harapan para pelanggan dank lien dengan cara yang efektif dan efisien.

8. Kas Keu & Umum
Membantu  pelaksanaan tugas Cabang daam  perencanaan,
pengkoordinasian dan pengendalian bidang keuangan, pembukuan,
perpgjakan, kepersonaliaan, sarana dan kesekretariatan. Secara
operasional, Kasi Keu & Umum mempunyai fungsi staffyang bertanggung
jawab untuk melakukan penagihan, pencatatan dan pelaporan transaks,

menyusun arus kas dan tugas-tugas kesekretariatan.

3.2 RuangLingkup Kegiatan Praktek Kerja Nyata

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan
Daam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata, penulis ditempatkan pada bagian
Keuangan Umum dan Perpajakan. Tugas bagian Keuangan Umum dan Perpajakan

tersebut yaitu membantu pelaksanaan tugas kantor cabang dalam perencanaan,
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pengkoordinasian dan pengendalian bidang keuangan, pembukuan, dan
perpajakan. Pada bagian tersebut, penulis dapat mengamati alur keuangan dan
perpgjakan pada PT. Pertani (Persero) Cabang Banyuwangi. Dengan
ditempatkannya penulis pada bagian Keuangan Umum dan Perpajakan, maka
penulis mengambil judul laporan Tugas Akhir “Mekanisme Penghitungan dan
Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada

PT. Pertani (Persero) Cabang Banyuwangi”.

3.2.2 Kegiatan yang Dilakukan Secara Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata
Kegiatan yang dilakukan secara terjadwal selama Praktek Kerja Nyata,

penulis melaksanakan beberapa kegiatan yang ada di Kantor PT. Pertani (Persero)

Cabang Banyuwangi yang dapat dilihat dalam Tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2 Daftar Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Waktu Kegiatan Hasil yang Didapat
Pelaksanaan dan
Penanggung
Jawab
(a) (b) (©)
Rabu, 01 Maret . Diterimaditempat Praktek  Mengetahui tatatertib
2017 KerjaNyatadi PT. Pertani  dan disiplin kerjayang
(Persero) Cabang berlaku pada PT. Pertani
Budi Susdiarto, Banyuwangi (Persero) Cabang
SP. MM . Memberikan penjelasan Banyuwangi
singkat tentang tata tertib . )
Sugeng, SP. MM dan disiplin yang harus Berhqsl mengingat
1bu Bikh diikuti oleh Peserta Praktek ~ Materi yang sudah

KerjaNyata (PKN)

. Reviwe materi perkuliahan

yang diterima selama
berada di meja kuliah

didapat.

Kamis, 02 Mar et
2017
Ibu Rika

. Menganalisis penjuan UPA

1 2016 dan mengisi PBKA
2016 serta pengaplikasian
PPN

. Mengisi master CSV

manual ppn

Mengetahui cara
pengisian master CSV
manual PPN

Jum’at, 03 Maret

. Méelanjutkan pengisian

Mengetahui cara
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2017 master CSV manual PPN pengisian master CSV
Ibu Rika 2. Memindahkan data BH manual PPN
Penjualan Jember Januari-
Desember 2016 ke master
CSV manua PPN
(@) (b) (©
Senin, 06 Maret Mengisi data penjualan dan Mengetahui cara
2017 menghitung PPN BH pengisian master CSV
Ibu Rika Penjualan Jember Januari- manua PPN
Desember 2016 master CSV
manual PPN
Selasa, 07 Maret  Menghitung PPN dari Pengaplikasian materi
2017 penjualan menir dan katul di PPN yang pernah
Ibu Rika bulan Januari s/d Desember diterima
2016
Rabu, 08 Mar et 1. Melanjutkan penghitungan  Mengetahui cara
2017 PPN dari penjualan menir pengisian master CSV
Ibu Rika dan katul di bulan Januari manual PPN

s/d Desember 2016

2. Mengimput data CSV ke E-

Faktur

3. Mengimput data penjuaan

di daerah muncar

Mengetahui cara
pembayaran PPN
melalui E-Faktur

Kamis, 09 M ar et

1. Mengisi master CSV

Mengetahui cara

2017 manual PPN dari BH pengisian master CSV
Ibu Rika Penjualan Muncar manual PPN
Jum’at, 10 Maret Mengecek datapenjualandan  Mendapat data total
2017 PPN untuk bagian UPA 2 BWI penjuaan
Ibu Rika
Senin, 13Maret  Mengecek PPN keluaran dari PPN keluaran dari UPA
2017 UPA Jember Jember sudah sesuai
Ibu Rika
Selasa, 14 Maret 1. Melanjutkan pengecekan M endapatkan pandangan
2017 PPN Keluaran dari UPA judul yaitu tentang PBB
Ibu Rika Jember
2. Berdiskusi tentang judul

Tugas Akhir yang akan

diambil oleh penulis
Rabu, 15 Maret 1. Menerima penjelasan Memperoleh
2017 penerapan PPh 22 pengetahuan tentang
Ibu Rika 2. Mengisi SPT Masa PPh 22
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bulan Februari 2017

pengisian PPh 22

(@)

(b)

(©

Jum’at, 17 Maret

[jin, mengurus kekurangan

Proses pengajuan judul

2017 surat” di kampus
Ibu Rika
Senin, 20 Maret 1. Melakukan pelaporan SPT  Mengetahui cara
2017 Masa PPh 21 dan SPT pelaporan PPh 21 dan
Ibu Rika Masa PPh 22 ke KPP PPh 22

Pratama Banyuwangi
Bapak Johanes 2. Mendata daftar usulan Mendapatkan data

pembelian benih bersudsidi
untuk Tunas Harapan
Panarukan dan Pandan Sari
Panarukan

usulan benih bersubsidi

Selasa, 21 Maret  Wawancara bersama Bapak Mendapatkan informasi
2017 Sugeng selaku Kasi mengenai gambaran
Sugeng, SP. MM Operational tentang gambaran  umum dan objek PBB
umum perusahaan dan lokasi milik PT. Pertani
yang dikuasal oleh PT. Pertani  (Persero) Cabang
yang dikenakan PBB Banyuwangi
Rabu, 22 Maret Mengumpulkan data yang Mendapatkan SPPT
2017 berkaitan dengan PBB pada
Bapak Suparni PT. Pertani (PERSERO)
Cabang Banyuwangi
Kamis, 23 Maret  Melakukan pendataan daftar Data usulan pembelian

2017
Ibu Rika

usulan pembelian benih
bersubsidi untuk kelompok tani
bengawan dan sido makmur

benih bersubsidi untuk
kelompok tani

Jum’at, 24 Maret
2017

Berdiskus tentang PBB yang
adadi PT. Pertani (Persero)

Mengetahui cara
pembayaran dan

Ibu Rika Cabang Banyuwangi penghitungan PBB pada
PT. Pertani (Persero)
Cabang Banyuwangi
Senin, 27 Mar et ljin, mengisi materi Mwndapat pengalaman
2017 menejemen organisasi dan menjadi pemateri pada
Ibu Rika estetika seni di orientasi Unit  orientasi Unit Kegiatan

Kegiatan Mahasiswa Kesenian
(UKMK) Universitas Jember

Mahasiswa K esenian
(UKMK) Universitas
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angkatan 20 Jember angkatan 20
Selasa, 28 Maret  LIBUR (hari raya nyepi)
2017
(@ (b) (c)
Rabu, 29 Maret Mengambil data yang Mendapatkan data
2017 diperlukan untuk Laporan tentang PBB dan lokasi
Bapak Suparni Tugas Akhir Objek PBB
Kamis, 30 Maret Melengkapi data-data yang Mendapatkan data yang
2017 diperlukan untuk Laporan diperlukan saat
Bapak Suparni Tugas Akhir penulisan Tugas Akhir
Laporan PKN
Jum’at, 31 Maret Berpamitan kepada seluruh staf  Mendapat ijin
2017 kantor PT. Pertani (Persero) mengakhiri Praktek
Budi Susdiarto, Cabang Banyuwangi KerjaNyata
SP. MM

Sumber: PT. Pertani (Persero) Cabang Banyuwangi

3.2.3 Kegiatan Setelah Praktek Kerja Nyata
Adapun Kegiatan yang dilakukan oleh penulis setelah melaksanakan
Kegiatan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut:
a. Menentukan judul laporan Praktek Kerja Nyata dan meminta bimbingan
kepada dosen pembimbing terhadap judul yang telah ditentukan;
b. Meminta blanko judul ke bagian akademik untuk selanjutnya menulis judul
yang telah ditentukan dan disetujui oleh dosen pembimbing akademik;
c. Meminta surat tugas bimbingan untuk membuat Laporan Praktek Kerja Nyata
ke akademik.
d. Membuat laporan Praktek Kerja Nyata.

3.3 Jenisdan Sumber Data
3.3.1 Jenis
Jenis data yang digunakan pada pel aksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah:
a. DataPrimer
Data primer adaah data yang diperoleh langsung dengan
mewawancarai pegawai Kantor PT. Pertani (Persero) Cabang
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Banyuwangi. Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan
kepada narasumber untuk menggali informasi yang diperlukan oleh
penulis tentang perpajakan khususnya Penghitungan dan Pembayaran
Pajak Bumi dan Bangunan.
b. Data Sekunder
Data Sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari pihak lain
berupa data olahan yang memperkuat data primer. Sumber data
sekunder seperti UU No. 12 tahun 1985 yang manatelah diubah dengan
UU No. 12 tahun 1994, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah No. 6
tahun 2012, artikel, internet, jurnal, modul dan lain sebagainya yang
berkaitan dengan Penghitungan dan Pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan.
3.3.2 Sumber Data
Data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah
Buku Pedoman Peraturan Direksi PT. Pertani (Persero) tentang Tata Kerja dan
Susunan Organisasi PT. Pertani (Persero), dan Dokumen Perpajakan PT. Pertani

(Persero).

3.4 Metode Pengumpulan Data

M etode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

a Wawancara
Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui
tanya jawab kepada narasumber Kantor PT. Pertani (Persero) Cabang
Banyuwangi yang berhubungan dengan masalah *“Penghitungan dan
Pembayaran Pajak Bumi Bangunan”.

b. Observas
Dalam kegiatan Praktek Kerja Nyata ini penulis melakukan pengamatan
tentang Mekanisme Penghitungan dan Pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada PT. Pertani (Persero)
Cabang Banyuwangi. Pengamatan yang dilakukan oleh penulis adalah
membandingkan Surat Pemberitahuan Pgjak Terhutang (SPPT) Pagjak
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Bumi dan Bangunan dengan UU No. 12 Tahun 1994 dan Perda
Kabupaten Banyuwangi No. 6 Tahun 2012.

. Studi Pustaka

Studi pustaka yang dilakukan oleh penulis adalah mengkaji beberapa
literatur, dan telaah pustaka lain yang berhubungan dengan Penghitungan
dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
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BAB V. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan sebagai
berikut:

Mekanisme penghitungan Pgjak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBB-P2) Pada PT. Pertani (Persero) Cabang Banyuwangi
mengunakan Official Assessment System. Sistem ini memberi wewenang
kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang
terutang, besarnya Nilai Jual Objek Pgjak Tidak Kena Pgjak (NJOPTKP)
untuk wilayah Banyuwangi yaitu sebesar Rp. 10.000.000,00 sebagaimana
diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 6 Tahun 2012
pasal 3 ayat 4. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) berbeda untuk setiap lokasi
dan kelasnya, perbedaan tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan No. 150/PMK.03/2010.

Administras perpgjakan khususnya pembayaran Pgjak Bumi dan
Bangunan (PBB) pada PT. Pertani (Persero) Cabang Banyuwangi yaitu
dengan cara offline. Mekanisme pembayaran pajaknya adalah PT. Pertani
(Persero) Cabang Banyuwangi menerima SPPT yang diterbitkan oleh
Dinas Pendapatan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang harus dilunas
maksimal 6 (enam) bulan setelah SPPT tersebut diterbitkan, kemudian PT.
Pertani (Persero) Cabang Banyuwangi melakukan pembayaran SPPT di
Bank Rakyat Indonesia dengan membawa SPPT sebagai bukti pajak
terutang. Setelah melakukan pembayaran Pgjak Bumi dan Bangunan
(PBB), PT. Pertani (Persero) Cabang Banyuwangi menerima tanda bukti
bayar berupa STTS atau Surat Tanda Terima Setoran. Proses pembayaran
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sudah sesuai dengan UU No. 12 Tahun
1985 sebagaimana telah diubah dalam UU No. 12 Tahun 1994 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
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52.1 Saran

1. Dalam melaksanakan kegiatan perpgakan diharapkan PT. Pertani
(Persero) Cabang Banyuwangi lebih mengikuti perkembangan
peraturan Perpajakan, dikarenakan peraturan perpgjakan sering
mengalami perubahan yang bertujuan untuk memberikan keadilan dan
kepastian hukum bagi wajib pajak.

2. PT. Pertani (Persero) Cabang Banyuwangi dengan segenap karyawan
khususnya bagian Keuangan Umum dan Perpajakan yang menangani
masalah pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tetap mengikuti
pelatihan atau penyuluhan perpgakan yang dilakukan oleh Kantor
Pelayanan Pgjak (KPP) sehingga dalam melaksanankan kewajiban
perpajakan perusahaan dapat selalu berjalan dengan baik, tertib dan

sesual dengan peraturan yang berlaku.
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Lampiran A

KEMENTERIAN RISET, TEKMOLOGE, DaAN PFENDIDIEAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FARKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
1, Knlimoresn - Kampius Tegaiboto Teip (F135) 334886 311343 Fax (0331) 135554

i Jembor 68121 Cinid s i el wl
L]
o ?Ifl%!r_.‘- i 244 FUNZ5.1.2 /5P 2017 18 fanuar 2017
| Lampiran - Satu eksemplar
il Halyy + Pengantar Magang

‘rth_.: Pimpinan PT. Pertani [PERSERD) Banyuwangi
11, lénderal A Yanl No. 27
Bapyuwangi

| 1

Dalam rangka mengembangkan wawasan prakels mahasiswa Program Studi Diploma Tiga
!':rpprékan Fakultas Ilmu  Sosisl dan, Beu Politk Unjversitis lembier, maka sdtlap
mahagiswa yvang telah menyelesaikian minimal 108 SKS diveajibkan meangikini kegiatan
magang (Praktek Eerja Nyata] untuk penyalesaian laporan tugas akhir.

ﬁlh.l.!:glqgan tengan hal tersebut kami mengharap dengan hormat kesedisan Saudsra
untuk ‘memberikan rekomendssi Gin kiglaten magang [Prakeek Kerja Byam) mahasiswa
kami di Kantor PT, Pertani (PERSERQ] Banyuwangi: Adapun nama mahasiswa yang akan

mengikuti kegiatan magang adalah |
§ L] o
[ Mo NAMA NIM Program St '
1. | Atika [sfahani Bestarina 140903101001 Diploma {1l Perpajakan _|
2, | Mohammad Irfan Fagih | 140903101046 Diploma Ul Perpajakan |

B_Erﬁm.'l ind Jeami Ea..mplrlmn 1 [sztu) eksemplar proposal Prakiek Kerja Nyata [FRN).

Atas pl;rhil'ﬂan dan Ih;sediunnyi disampaikan cerima kasih,
-1 ] L I ;
e n.nnﬂkanjf

eries U wakil Dekan |,

%

Ors. Himawan Bayu Patriadi, MA. Ph.D.
NIF 196 10H2H 199201 1 001 *
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Lampiran B

- L&pPertani

' | Sadabiar Setia Petawt

Pesmet ¢+ 28 /PERTWS.C5/HKP.30/2M7 Banyuwungi, 3 Jamuag 2017
Lampiran 1=
Hal { Perserujusn Prakiek Kerja Nyan { PKN |/ Magung

Muhasisan Diploma 11T Perpajakan Universias Jember,.

Keepag Yih. — e
Dredouet Fakuhtas Threo:Sosil dan T Polidk
Uintversitis, Jesther

Ih Jembee

Menunjuk saras Soodars pomer 244/0N25.1L2/5P/2017  unggal 18 Janoad 2007 pesihal
Ferpantar Magang, dengan stieafini kamd dapat menerims permohonan Saudars.

Prikeek dilskulan sclama saty bubin milal 1 sampai deagpn 31 Marer 2017, Selams pnhteif
nvabidisen diwaiibhan hadic setap bad kefs Senin sampei fuen'at, berpakatan sopan dan mengloit
petafuran perutihaan yanpg begnko

Demikinn srut el kami samspailen don terima kosih oms kepercayaznoy .

PT Pertani { Perserc | Cabang Banyowang

Susdinrre SP MM
NIE. e 2798

AT PEATANI (RERSERD) KANTOR CAZANE BANYUWANGI
Fatan Jend, Ahmad Yanl Mo 27, Banyuwangl 88411 Phone 0333474475 Fax 0333421241
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KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGE DAN PENDIDHEAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU S0SIAL DAN ILMU POLITIK
lnlan Kalmandan 37 - Eampun Bumi Tegafhoto

T (O331] BA5588 - FILN6E, Fa (0001) 135596 lember 60121

i I:nl Hmﬂﬂn‘ai.l

SURAT TUGAS

Momor 1 456/UN25.12/5P 2017

Berdazarkan surat ‘dari Kepala PT. Pertani (Persero) Cabang Banyuwangi homor |
38 /PERT.WS.C5/HKP. 30,2017 tanggal 30 Janusri 2017 perihal Persetujuan Praktek Kerja
. Myata [PKN)/Magang Mahasiswa Diplora |1l Perpalakan Universitas Jember, maka dengan
' |nL-|'Jﬁ§a'|:| Fn_kuiltu.s llmu Sosial dan limu Politile Universites |ember menugaskan kepada
mahastsuil };Hng namanya tercantum di bawah ini -

No | NAMA NIM Program Studi
| 1. | Atika lsfahan] Bi?‘ta rlng 140903101001 Diploma |1l Perpajakan
| 2. | Mohammad Irfan Fagih 140903801045 Diptoma 11| Perpajakan

Unituk melaksarakan kegiakin magang di PT, Pertani (Perserc) Cabang Banyuwangs, mula)
tanggal 1 Maret s 31 Maret 2017

Premmillan surar tugas inl untolk difzksanaltn dengan $ebaik-balknya.

[ember, I Febroari 2017

an Dekan
* Wakil Bekan L

i 2 I

[3r<. Himawan Bayu Patiiad], MA, PhoD.
NIP 19610828 199201 1 001 f

[hpanipaduin Kopada.

1. Mmginan FT Perganl (Persero) Cab Banyuwarg)
2. Hapresdi Hplores §1F Ferpafulian

1. Madaiiwa rang Bersanghetas
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Lampiran D
| -
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGL DAN PENEHEHKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

11, Kalicsantis 77 - Kamgas Aumi Tegalboio Telp, ((030) 113584 - 511043
T (031 | 338506 fessbser 6121 |l Tisiis il

SURAT TUGAS
Nomor : 457/UN25.1.2/5P/2017

| | -
Dekan Fakultas flmu Sosial dan lmu Politik Universitas jember menugaskan kepada :

HMama : Dirs. Sugang [swoni, M.A.
NiP - 195402021984051004
|abeitan : Lektor Kepala

Fangkot , pelongan : Pembina  1V/a

Sebapal supervisl mahasiswa Program Studi Diploma W Perpajakan Fakulras limo Sosial
dan ltmu Politlk Universitas [emher di PT. Pertani (Persero) Cabang Banyuwangi, terhitung
miuilai tihggal 1 Marets.d. 31 Maret 2017, Adapdn nama-pima mahasiswa sebagai berikul :

[No NAMA T NIM Program Studi
| & | Atk lsfahani Bestaring 140903101001 Biploma 111 Perpajakan
| & | Mohammid Irfan Fagih 140003101045 Diiploma |1l Perpajakan

Demijdan surat tugas fni untuk d ilabcsanakan dengars sebn th-baiknya

jember; T Febiruark 2007

an Dekan
Walkil Dekan 'y

&
—

[

i : = j [rs; Himawan éij'l._l. Patriadi, MA, Ph.D.
=T S ] - =0 WIP 19610028 199201 1 001
Tembreen: | o Ao Se e - _{
1 Delcnn FISIPUNE] [ sebagal lapprén}
£ Retla Program Seed) DI P pajakan FISIFUNE]
o B Aol k-EIS LA
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Lampiran E

E — — — b

KEMENTERIAN RISET, TERNOLOGL, DAN PENDIDIEAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

1. Kafimanten 37 Kemrgres Tegalboin Telp: (0037) 335586, 331347 ey, [0337) 335586 Jember GE121

SURAT TUGAS
Nomor : 1372/UN25.1.2/5P/2017

Berdasarkan Rekomendasi Komis| Blmhingan Tugas Akhir Program Studi D (I Perpajakan
Fakultas llmu Sosial Dan lhmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas lmu Sosial
Dan llmu Politik Universitas Jember menugasksn nama tersebut dibawah ini:

PARGKAT/ :
ND NAMA COLONGAN JABATAN | KETERANGAN
1 | Yeni Puspitz, S.E.M.EL Penots Muda Tingkat | | Tenaga oPU
HIF, 19830 1072014042001 T Pengajar

Untuk membimbing laporan hasil prakiik kerfa nyatn mahasiswa @

Hamu * Mohammad Irfan Fagih

MIM : 140903100046

Progrim Studl - D1l Pérpajakan

Juadul = Perhitungan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PEB) Pada PT. Pertani
{PERSERDO] Cabang Banyuwangi

Demikiin untek mendapat perhadan dan dilaksanakan dengan seballe-bablonyn.

Ditetapkan di fermber
da Tanggal ; 06 April 2017

Tembusan

L. Hasubag, Pendidikan

£ Mahagiswa bergangkutan
3. Pertinggal ﬁ
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Lampiran F

KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGL, DAN PENDIDIEAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
L Eabinsstan - Wasrgni Tegallemm Telp (07317 13358, mni':ummamm i
[ESE S s S L SRR SRS

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA I1l PERPAJAKAN - FISIP UNE]

-

- : NILAI |
N0, INDIKATOR PENILATAN 7 MURUF
I | Pengussman Materi Tugas =T ’H-
2 | Kemampuin © Kerjssmnt s, [
3 | Eik a0 b4
4 | Dissplin w0 A

NILAL RATA - RATA l

Identitas Muhasisws yang dinilu -

Mamn = Mohammisd [riin Fagih

MM S 40903101046

Jurasam < Uiy Achiibriistrmsi

Progrim Studi - Diploma [ Perpijakan
Yang Menilai

Mamia i Rilun Abpriana Devd

NI T

Jabatun 1 SiafT Kasa Keu & Umum

Instinsi T, Pertani (Mersero) Cabang Bamyuang

NO. | ANGKA | HURUF KRITERIA
1| =78 ) Istimawa
2 pi-ai ] AB Sangat Baik
ET 8 Haik
4 | ssen 8c Guhug Baik___|
5 | EDSE4 C Cukup
B 5509 co Kurang
T B0-54 (1]
[:] 4549 DE Sangal Kurang
B <4 e
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Lampiran G

AdPertani

Hadadar Dot Fwdye

DAFTAR HADHR
PFRAKTER KERIA NYATA (PEN)
JURUSAN TLMU ADMINISTRASI/ DI PERFAJAKAN
FARULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS IEMBER

MNama - Mobumsnad (efm Fucili
M 0903101086
=0 | HARD/ TANGGAL
Ravbs f 1-Marat-2015
Earni / 2-Maret- 20165
Jum’at § 3-Marat-2016
Senin f B-Maret-2016
Selasa / Tharet-2018
Rt /- B-Maret-2015
Kamnis f 5-Maret-2015
bam’at ) 10-Marst- 2016
Sanin [ 13-Maret- 2016
Sefasa [ 14-Maret-2016
Rabu [ 15-Marst-2016
Kamia { 16-Maret-2016
Jum'at / 17-Marat-2016
Sanin [ 10-Marot-2016
Satasa [ 11-Maret-2016
fiabu / 13-Moret-2006
Kamis / 13-Maret-2016
Jum’at £ 24-Maret- 2005
Sanin | 37-Maret-2016
Selasa [ 28-Maret-2016
Rabu / ¥3-Maret- 2016
Kamig ¢ 30-Marot-2016
Jum'at £ 31 -Maret-2016

brd it E e = Rt 3 Ered g e e = R ) ) R (5 S PR T

FT. FERTANI {PERSERD) CABANG BANYUANG]
B bend. A, Youi Bo. 37 Banverwungi, Telp, (0337) 424425 P {1353) 421743
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Lampiran H

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOG], DAN PENDIINEAN TINGCI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILML SOSIAL DAN ILMLU POLITIK

1 Eafrvesiss — Kangis Tegalboss Tofy, (331§ 135556 51082 Faa A1) 13590 Jernber AR124
Limail - fnirooesinetion v Telp {0011 133700

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDM DIFLOMA Il PERPAJAKAN - FISIP UNE]

ama : Mohomimod Irfun Fagih

Wi : 140903101046

Jurusan ; llmu Administrasi

Progrmm Studi - Diploma T Perpajakan

Alamot Asal : JL Basng Mo, 10 RT 003 RW 001 Dusun Krajun | Desi Sumberpakem
Kecamutan Sumberjombe Kabupaten Jember

Judul Laporan -
(behasa Indonesiz)

Penghitungan dan Pembavaran Pajak Bumi dan Ranguno (PBE) Pada PT. Pertani (Persen)
Cabang Banyuwangi

{bahnsa Inggris)
Calewlanon and Payment of Property Taves At PT. Periani (Parsero) Bomanwangi

Dosen Pembimbing @ Yeni Pusphn, S.E.ME

TANDA
HARNTANGGAL JAM UHRAIAN KEGIATAN TANGAN

PEEM BING
Senin, 17041017 05,00 Pengnjuan Bab 1

Selusi, 25042017 0900 | Pengajuan Bab 1, 2 dan3 i

Selasn, D2NS2017 900 Revisi Bab 1, 2 dam 3

Rabu, 24052017 o900 Pengajuan Bab 1, 2,3, 4 dan 5

i
F
Pengajumn Bab 1, 2, 3, 4, 5
Vil

e o [e]=]e

| Raba, 3152017 {LXL Acc Lapornn Tugas Akhir

L4
i
T
Sewin, 29052017 | 0900 | Lenbnbut Bab L B 2 {%
i i
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Lampiran J

BLPATT BANYUWANGI

PEAATURAN DRERAH IABLPATEN BANYLMWANGT
NOMOR & TAHUN 2012

TENTANG
PAIAK SLIMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKCOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUFATT BANYLIWANGE,

: & bahwa pajak deerah merapakan salsh saly sumber Pendapatan Deérah

yana herperan penting puna mamiblayal penyelenggaran pemeriniahan
dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepade masyarakat
untuk  meninglotkan  kesejshierasn  rakyal serta  mevwajudkan
emandirian Dacrah;

diatur dangan Peraturan Dasrah;

t. bahwa berdasarken pertmbangan schagalinians dimakeid dalsm hurul
a dan hurf by, perle membentuk Peraturan Daersh  Kabupaten
Bamyuwengl tenteng Pajall Bumi Den Bangunan Perdesdan dan
Perkotaan.

¢ 1, Pasal 18 ayer (6) Undang-Undang Dasar Negars Republik- Indonesls
Tahun 1945

2, Undano-Undang Nerear 5 Tahun 1960 tentang Pokoke-Poiok Agraria
{Lembaran Megara Tahun 1960 Nomor 104, Tembshan Lembaran
Megarn Nomor 2043}

3, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentulksn Dasrat-
Dasrah Kabupaten Dalam Unglungan Propinsi Jawa Timur (Benta
Megare Tehun 1950 Momor 19} sebagalmana telah diubah dengan

Namer 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965
Nomor 15, Tambahan Lembaran Megara Nomer 2753);

4, Undang-ndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acss Fidens
[Lembaran MNegara Tahum 1981 MNomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Nomar 3029

&, Undang-Undang Nomor & Tahun 1963 tentang Keterfuan Umuem dan
Tata Cars Perpajakan (Lembarsn Megsra Tahis 1083 Momor 49,
Tambahan Lembaran Megara Nomor 3262) sebacalmana telsh diubah
bsberapa kall kerakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tehun 1995

80
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{Lembaran Megera Tahun 1999 Nemar 62, Tambahan Lembaren
Megara Nomor 4953);

£ Undang-Undang Momor 19 Tahun 1897 lentang Penagihan Pajak
Dengan Surat Palsa (Lemboran Megara Tahun 1997 Momor 42,
Tambahan Lesnbaran Megara Nomor 3686) setiagatmana telsh diubah
dangen Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negars
Tahum 200 Normar 120, Tambahan Lembaran MNomor 3687);

5, Undang-Undang Namor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
{Lombaran Wegars Tahun 2003 Momor 47, Tambahan Lemberan
Negara Nomor 4286)

10. Undang-Undang Nomeor | Tahun 2004 tentsng Perbendaraar Negirs
:Lummmmwmmmmmmm
Mool ]

11 Undang-Undeng  Momer 15 Tahun 2004 temtang Pemerficsaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Megars
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembasen egam Nomor 44000,

81
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18 Peraturan  Pemerinksh Momor 55 Tahun 2005 tertang Dana
Perimbangar (Lembaran Megara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Megara Momar 4575);

19, Peraturan Perneriniah Momor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keyangan Daerah (Lembsrsn Negara Tahun 2005 Momar 140,
Tambahan Lombaren Negars Nomor 4578);

20, Persturan  Pemerintoh  Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedomian
Pemhbinaan dan Pengawasan Femyelenggaraan Pemerntahan Daerah

Megasa Tahun 2005 Nomor 185, Tambaban Lembaran
Megara Mamor 4593);

21.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak
Oasrah Yang Dipungul Berdasarkan Penetapan Kepaln Desrsh atau
Dibayar Sendirl CHeh Walh Pajak {Lembaran Megera Tahin 2010
Momar 153, Tambahan Lembaran Negara Namor 5179);

22.Peraturan Presiden Momor 1| Tehun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan dan Penyebariussan Peraturan Perundang-Undangan;

23.Peraturan ' Menteri Dalam Megen Momor 13 Tahon 2006 tentang
Pedorman Pengeloiaan Keuangan Doerah ssbagaimana leish divbah
keiua kil dengan Persburan Menteri Oalam Negeri Momor 21 Tahun
2011;

24, Poraturan Merder Dalam Meger Nomor 53 Tahun 2011 Sentang
Pembentukan Proguk Hukum Dssersh;
25.Pevaturan  Deerah MNomor 6 Tahun 2011

Dengan Parsetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABLFATEN BANYLUWANG]

dsn
BUPATT BANYLIWANG]

MEMUTLISKAN:

¢ PERATURAN DAPRAH TENTANG PAIAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAMMN

BaB 1
KETENTUAN LM

Fasal 1
Datam Peraturan Daersh ini yang demaksud dengsan :
1.Oaerah adalah Kabupaten Baryuwangt.
2. Pemarintah Casrah adalah Pemerintah Kabugaten Banyuwang).
1. ¥epala Daerah adalah Bupati Barmyuwang.
4. Dinas Pendapatan adatah Dinas Pandagatan Kabupaten Banyuwenal,
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menjalankan hak dan lwadiban wafib pajak Rt
kstentuan peraturan
12, Subyek pajak Adalah ataU  badan yang . secar myets
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Pajak , btou terhedeo pemotomgan atau

pemungutan cheh plhak ketiga vang diajukan ohah Wai Pafak.

25 Swat  Kepuhusan  Pembetulan  adalah  surat  kepotusan  yang
metitetulkan kesalaban tulls, kesalahan hiteng, danfata kekaliruan
dulom penerapan ketervuan tertent dalsm peraturan penndang-
undangan  perpajakan  daerah  yeng  terdapat | dalsm  Surat
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miekaksarsicnn ketentusn peratiran peruncang-undangan perpajakan
doerah,

7. Banding adalah upaya hukum yang dapet dilskukan oleh Wallb Pajak
atau penanggieng pajak terhadap susku keputusan yang dapat
diajukan banding berdasarkan peraturan  perundang-undangan
perpajskan yang beraku.

4, Putusan Banding adslsh putusan badan persdilen  pajak atas
mmmswnWMdemm

mmlmﬂmwmﬂm

seranglatan tindskan yang diakukan cish Peryidik untuk mencar

sartn mengumpulian  bukdl  yang dengen bukb  fu membuat

terang Hndak pidana di bidang pemajakan desrah  yang  teradi
tersanghartye.

mm&hﬂmmmmmmmm
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{3} Otjek Pajak Buml dan Bangunan Perdossan dan Perlobasn
tidtk dikenakan pajak adalsh: i

d. Merupakan hutan lindung, suaka slam, htan wisata, taman
nasional, taman penggambalaan yang dikuasal cloh desa  dan

{4) Besamya Noai Juai Objis Pajak Tidsk Kana Pajak ditstapkan sebhesar
Rp, 10.000.000,00 {sapulub futs rupsah) untuk setiap waiib pajak.

Wallty Pk Burre clan Bangunan Perdesaan dan Perkotzan adsiah orang
pribadi atau Hadan yveng secara myeka mempunyai susty hak stas bumi
danf ateu  mempercieh manfaat atas Bumi, dan atau/memilikd,
menguassl, danfstou memperoleh manfast stas bangunan,

Bagian Kedui
Dasar Pengsnaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Fasald

{1} Desar pengenaan Pajsk Buml dan Bangunan Perdesssn dan
Perkataan adsiah Nilei Jusl Objok Pajak (NJOPY;

(2] Besamys NOOP sehagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetspkan

toertenty dapat

setiap 3 (tga) tahun, kecusd untuk objek pajak
ditetapkan setiap tahun sesusi dengan perkembangan wissyahnys;
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(3} Panetapan besarmya NJOP sebagaimana dimaksud pada svab (23
diatur dalarm Peraturan Kepals Dasersh.

Pasal 7

Besarya arf Pajak Bumd dan Bangunan Perdessan den Perkotazn
ditetaphkan sebagai barikut:
mmmmﬁmmmmm{mm
lwhh}r.hur S {ral koma sty persen) per tahun;
kmncum nnnnl.mmmmt‘mrﬂﬁvnﬂiﬂ
sebesar 0,2 % | nol koma dus parsen) per Ehun.

Pasal 8
Besamya pokok pajsk Bumni dan Bangunan Pendesssn dan Perbotsan
yamg terdang dikitung dengan m@re mengalian il sahagaimana

dimaksud dalam pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimena
dimaksud dafam pasal & ayat (1) setelabh dikurangl Mial Jual Objek Pajak
Tidak Kena palak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (45

Bagan Ketga
Sistem Pemungaitan Pajisk
Pasal 9
Pajakc Bumi dan Bangunan Perdesaan tan Perkotaan dipungut dengan
sisbern Oificial Asseament.

Bagian Keempat .
Masa Pajak dan Seat Terutangnya Pajak

Pasal 10
Sast yang menentukan pajek yang terutang adelah menurul kesdasn
oirpek pajak pada tanggal 1 Jonuan,
BAB TII
WILAYAH PEMUNGLITAN PBE
Pasal 11

Pajak terutang dipungut di wilayah daerah.
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u]mﬂm@mmwm:

() SPOP sehagaimana dimaksud poda ayst (1) hars disl dengas
m*mmmmmm &

dferimanya SPOP olsh Sishisk Pajak. 'y

Pasal

|

&

(%) Desurnen lain vang dipersamaian sabagaimana dimsksid
(3} berupa kareis don nota perhitungan, -
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Pasal 16

{1) Tata cara penerbitan SPOF, SPPT, SKPD, SKFDN atau dokumen S
lain yang dipersarmakien, sebagaimiana dimaksud dafam, pasal 12,
pasal 13, pasal 14 dan passl 15 akan diatur lebih fanjut dengan
Peraturan Kepals Doeroh,

n:mmmmmmmmmm
SPOP, S5PPT, SKPD, SKPDN ateu dokumen lain yang diversamakan,
mmmmﬂ,mﬂ.mu dan pasad
15 akan diatis lebih banjut dengan Pesaturan Kepala Daerah.

Bagian kebya
Tata Cara Penagihan
Pasal 17
dapat menerhitkan STRD fia:
dadam tahun barjaan tidak ateu kurang dibayar;
Pajak dikanakan saris| administratif berupa blunga dan/ats

i

{2) Jumish keleuranaen pajak yeng teuiang daiam STPD sebagaimana
dimaksod paca ayet (1) hunf 2 dan buruf b ditembah dengan

{3) Kepala Deersh atas permahonan Wajih Pajak setelab memenuhi
persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada
Walib Pejak, unbuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak,
dangan dikenakan bungs sebesar 20 {dua persen) sebulan.

Paal 10

us-n:pwmmmmmm
menggunakan 55P0;

z}mmmwﬂmmm
peryeloran, termpet pembayeran, angsuran, dan  penundsan
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11
pembayaran pajak distur leblh lanjut dengan Fersyuren Kepsls

Pusal 20
mmummmm,mm Surat Keputusan
Pernbetutan, Su

Bagian kefima
Keberatan dan Banding
Pasel 21
{1} Wajib Pagak dapat keberstan kepada
Onerch stmd pepont o A s st
A 5PPT,
. SKPD;
© SHPOLE;
o SKPDN; dan
& Pametohgen alsu pemungutan oleh pihak ketiga  berdasarkan
ketentuan peraturan daerah.
ﬂ:wmmmmmmm
diserta: slasan-alasan yang jelas.

ﬁMMMMMHMJMWﬂH
mmmmmmm kecuall jika Waiib
Pajak dapat memunjuidan babwa jangka wakbu #u tidak dapat
dipenuhi karenp keadaan di luar keluasaanmya,
(4) Kzbaratzn dapat diajukan spabile Wajib Pajak talsh membayar pafng
sedikit sejumish yang telah disstujul Wajib Pajak.
{5) Keberatsn yang Hiak memenubl persyarstan sehagaimana dimaksud
mmu}.mﬂ},mmmmmmmqm
Suat Keberatan sehingga tidak dipertimbanghan.
(6) Tenda perermaan Suat Keberaten yang dibarfkan oleh Kepals
Daerah atau Pejabat atzu tanda pengiriman Surst Keberstan mekalul
SUEL pon Werostat sebagai tand bukd) penerimasan Surst Keberatan,

Pasal 22
u;mmm fangka wokity poling fama 12 {dun belas)
bulan sejak tnogsl Surst Keberatan diterima, hans memberikan
keputusan ates keberatan yang diajiskan,
(2} Keputusan Xapala Deersh atas keberg@n dapat berupa menerima
selunuhinya atau sebagian, menolak s menambsh besarmya umlah
pajak yang tenitang,
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mmmmmmmammm
dan  Kepala Daerah tidak member heputusan,
wmmmmm

Pasgal 23

(1) Wajib Pajak dapat mengaiulan pormohonan banding hanya kepada
Pengadilan Fajak terhadap keputusan mengenal keboratnmya yang
-ditetapkan oleh Kepals Daerah.

(%) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayet (1) dizjuan
socara tertulls dafam bahiasa Indonesia, denpan alashn yang jedas
datam jangka waktu 3 (Higa) bulan sejak keputukan diterima, dilampiri
salinan dari surst kepubusan keberstan tersebut,

{2)Pengajuan  permohonan  banding  fidsk  menangguhkan  eewaliban
mambayar pajak.
Mmmmmmmmmm
dan Kepala Daerah tidak memberi suaty keputusan, keberatan
mﬂwmwm

Basal 24

(1) Jika pengajusn keberstan atau permohonzn banding dilabuliean
mmmm.wmmm
dengan ditemtah imbalan bungs sebesar 3% (dus persen) ssiiap
butan urtuk paling larma 24 (dua puluh empat) tukan.

{2) Imbafan bunga sehiagaémana dimaksud pada ayat (1) dibitung sejak
busan pelunasan sampal dengan diterbid@nnya SKPOLB,

{3} Dalam hal kebaratan Wijib Pajak ditelak stau déabulian ssbagian,
Wajit Pajak dikenal sanksi administatd berupn denda sebeser S0%
(lma b persen) darl jumiah pajak berdosarkan keputusan
kebarztain Hhm'ﬂ dengan pajak yang telah dibayar sebelum

 mengajukan keberatan,

(4) Dalam hal Walib Pajak mengajikan permphonan banding, sands|
ochminietratil berupa dendm sehessr 50% (iima  pulub - persen)
sefisgaimana dirmaksud pads avat (3) Bdak dilsrakan,

Mmmmﬂmmﬂmm
mengajukan keberatan,

Bagfan Kesnam
Thtn corn Pembatulan, Pembatatan, Pengurangan Ketetapan, dan
Panghapusan atau Pangurangan Sanksi administratif
Pasal 25
{1)Ates. permohanan Wallb Pajak atau kerena jabatannya, Kepals
Daerah dapat membetulkan SPPT dan S&P yang dalam penerbitanmys
terdapat  kesalahan fulis danfatau kesalahan  htung  dan/stau
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kefeelirion penerapan ketentuan tertenty delam peraturan parpajakan
daerah.

{2) Pembetulan SPPT dan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus disjukan dadam jengka wakiy 1 (satu) bulan sejak tanggal surat
dimaksud, kecyall [Ika wallh pajak dapat memmjukian batwa jangka
ety fu Didak dapat dipenuhi kerens keadasn d luar kekisssanmya.

i3} Kepala Doarah dapat:

. mengurangkan ateu menghapuskan sanks! sdministrati? berupa
bunga, denda dan kenakan pajak yang terutang  menundst
‘daarah, dalam hal

parlutan parpajakan
sankel tersebul dikensksn karera kekhilsfan Wajlh Fajak ateu
ukan karena kesslahanrya;

b. mengurangkan atsld mambatalkon SPFT don SKP yang Hdak
nu-nr;

€ mengurangiEn stsu membatalkan STP PEE;

o, mombatalkan hasil pemerkssan stau. ketelapan  pajak  yamg
m“mmwmmmm

f_mmm ketetapan  pajak  tenuteng  berdasarkan
pertimbangan kemampuan membayar Wajlh Pajak atau kondis
tertenty obiek pajak;

f. membatalkan ketetapan pajk terutang dalem  hal objek pajak
tarkena bencans aslam atau sebab ln yang luar biasa.

(4] Ketentuan lebih (anjut mengenal tata care pengurangan  atau
[erghapunan ankel administratit dan pengurangan atsg pembatalan
ketetapor pajak sabiohimaena dimalkaud pads syat (2) diatur dengan
Persturan Kepala Daarah.

BAB Y
TATA CARA PENGEMBALTAN KELEETHAN PEMBAYARAN
Pasal 26

{L}htas kelebihan pembayaran Pajak, Wajlh Pajak dapat mengajukan
permobanan pengembalion kepads Kepala Deareh.
{2} Kepals Daerah dafam jangka wakiu paling lama 13 (dun beles) butsn

sejak ditenimanya penmohonan pengembalian pembayaran
Pajak 'sehagabrans dimaksud pada ayat (1), harus memberikan

mmmmmumwﬁtmm

5 dan Mepaln Deersh tdak memberkan susty kepukusan,
mmmmmmmm
dan SKP' PBR harus diterbitian dalam jangle wekdy - paling lama 1
[=abu) bulzn.

(4)Apsbia Wafb Pajak mempunyal utang Pajak lainnyva, Kelebifhan
mmmummMammhww

diperhitunglan untuk melunasi terebih dahuk uEng Fajsk tereebur
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(5} Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebegaimans dimaksud
pada ayat {1} dilakukan dalam jangka waktu paling fama 2 (dua)
bulan sejak diterbitkannya SKP PBE

:ﬁ}mmuﬂmmmmsﬂ
lewat 2 (dua) bulan, Kepala Deersh memberian imbalen bunge
sebesar 2% (Ous: persen) setiap bulsn atas  heterlambatan
pembaysran kelebihon pembaysan Pajsk.

{7} Tata cara pengernbalian kelebifan pembayaran Pajak sebagaimana
dimaksud pada avat (1) diatur dengan PMeraturan Kepala Dasrah,

BAB VT :
KECALLIWARSA PENAGIHAN PAIAK

Parsal 27

(1) Hak untul melakokan penaglhan Fajak menjad| kedaluwersa setslah
malampaul wakby 5 (lima} @hun terhitung sefak saat tEUEADRYS
pajak, keruall apabia Wajlh Pajak melakukan tindak pdana dibldeng
perpajakan dasrish.

{2} Madaluwarse Pensgihan Pajak ssbagsimana dimslaud pads myat 1
eertangauty spehile:

a. diterbitlan Surat Teguran danf atou Surat Paksa) atau
b. ads pengokusn utang pajak darl Wafib Pajek. bolk langsung
masipin dak ngsung.
[3) Calam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sshagaimana
dimaksud pada syat [2) huruf a, kedaluwarsa panagihan dibitung

mmhmmmmw.

Pasal 28
:ﬂFimPﬂknmﬂﬂhm#ﬁthwmﬂh&mk
melakuian penagihan sudah kedsluwarsa dapat dihapuskan,

u;mmmmﬂwmm
o Daerah yang swdsh kedsiwarsa sebagaimana dimaksud pada syat

{3} Teta cora penghapusan phutang Pajek yang sudah kedaluwarsa distur
dengan Peraturan Kepala Daerah,
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BAE VI
TNSENTIF PEMUNGLUTAN
Pasal 39
{1} Instans: yang melaksenakan pemungutan Pajak Decrah dapst diber!
insantil abas Gasar pencapaien kinera tertenti.

() Permberian ingentil sebagaimeang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
melaiul Anggaran Fendapatan dan Belanjs Daerah.

lean segain

sesuaty yang diketahul atau diberftahulan kepadarya oleh Wajib

Pajk dalam rengka jabaten atu pekerjaannya untuk menjalankan
etentuan paraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2 Larangan sehagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jugas terhadsn

tepaga ahll yang ditunjul cleh Kepala Dasrsh untuk membantu datam

pelakesnaan ketertusn poraturan perundang-undangan perpajakan
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BAB DX
KETENTUAN PENYIDIRAN

Pasal 31

El:rPuf-lul P:m Negarl Sipd tertentu di. lingeungan, Pemerinth

dier wirwenang khusus sebagal Peryidi Lmiuk mélskulkan

mummamwm sebagaimana
dimeksud dalam Lindang-Lindang Hukum &cars Pidana,

{2iPenyidik  sebagalmara dimaksud pada ayat (1) odalah pejabat
pegawal negerl sipll tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang
peratiren perundangundangarn,

{3} Wewenang Penyidik sebagairmana dimaksod pads ayat (1) adalah:

& menerime, mencar, mengumpulican, dan menelitl keterancan atau

mmmmmmw
Mmmm Inporan  terssbut merjadi lebil
lenglap dan felas;

b, menalit, mencan, dan mangumpulican keterangan mengenal orang
pribadi atau Badan tertang kebenaran parbustan vang dilakukan
sahubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;

. memints keterangan dan bahan buktl dan orang pribad stau Badan
sehubungan dengan findak pidana di bldang pempaiakan Dasraty;

o, memeries buiy, cetstan, dan dokumen lain barkenaan dengan
tindak pidana di bidang perpajakan Daerahy;

e melakukan  penggelecahan untuk  mendagetkan behan - bultl
pembukuen, pencataten, den dokumen lain, serts melalukan
penyitaan terhadap bahan bubd tersebut;

ﬂmlmhﬁ“mﬂdﬁhmﬁmm
penyidikan tindak pdana di bidang perpajakan Daaral;

@ menyuruh  barbent! danfstay mefarang  sesaorang - meninggalkan
W@mmﬁﬂmmw
mmwm. danyatay dokuamen yang

i memotret  sesectang yang berkeitan  dengan  Hndak  pldana
perpajakan Daerah;

I, memanggll orang untuk didengar keteramgannya dan diperiisa
sobagal tersangha atay sohsi;

} menghaortian penyidiken; dan/atau

k. melakukan tndakan fain yang per untuk kefanesran penyidikan
tindak pidana di bidang perpajakan Dasrah sesunl  dengan
kEtenilan

| persturan perundang-undangan.

[4)Penyldi sehagsmane Gmakeud pada ayat (1) memberiahukan
dimulainya panyidian dan menyampaiken hasil penyidikannya kepads
Permmtut Umum  melalyl Penyici pejabal Polls' Negara Republic
Indonesia, s=sual dengan kebsntuan yang distur dalam Undang-
Lndang Hulum Acara Pidana:
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Pasal 313
{1)Pejabat atau tenaga abll yang dwnjuk cleh Kepela Daerah yang
karena miemanuhl merghasiakan hal

dengan pidana hurungan paling Eme ) (E8tu) tshun dan pdena
denda paling boryal Rp. 4,000,000,00 (empat jute rupish).

pidana kirungan
bk Rp. 10,000.000,00 (sepulub juts ruplahy,

{3} Fenuniutan terhadap tndak pldanz sebegaimana dimaksud pada avat
(1) dan ayat (1) hanya diskuken Stas pengadian orang yang
hershasiasnmya dilanggar

{4} Tuntutan pidona sebogamann demaksud pade syat (1) dan ayat (2)
eesual dengan  sifstnya adalah mem@nghut kepentingan  pribadi
sesegrang atau Badan selaky Wagb Pajak, kamna iu dijsdian tndak
pidana pengaduan.

Pasal 34

Denda sehagaimana dimaksud dalam Pasak 32 dan pasal 33 ayat (1) dan
ayet (1) merupakan penerimaan negara.

BAB ¥T
METENTLIAN PERALIHAN

Paual 35

Pada snat Peraturan Doerah ini mulsl berlsko, maks Pajat terutang yang

‘mendasarkan
undangan yang bersangiotan sestal dengan jenis abjek pajEkmya.
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BAB I
KETENTLLAN PENUTUR
Pasal 36

Hal-hal yang belum cukup distur dalsm Peratiren Desrah kil, sepanjang
mengenai teknis pelasksanaannya distur febih lanjut dalam Peraturan
Hepala Dasran,

Fasal 37
Peersturan Daerah ini mulel berisky pada tanggal | JTanuad 2013,

Agar setiep orang mengetahulrya, memerintahkan  pengundangan
Peraturan Deerah |nl dengan penempatannys dalem Lembaran Dasrah
Kobupaten Banyuwangi,

Ditetapkan & Bamyuwangl
Pacls tanggal 22 Jun| 2012
BUPETT BANYLUIWANGE,

H, ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangian di Banyuwangi
Pacla tappgel 29 Jund 2012

Pit, SEKRETARIS DAMERAH
KABUPATEN BANYUWANGL

HIP 19561008 198409 1 01

BERITA DASRAH KABUPATEN BANYLIWANG] TAHUN 2012 NOMOR
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am

Pasal 5 ! Cubup jelas.
Fasal 6 : Cukup jeloes
Pazal 7

Anghs 1 Nilai sl untuk bangunan sshelum tasif
mmmmﬂnuumm mnﬁﬂmw
000,000, - {saputub [UtR rapiah).

Contoh:
Wajit pajisk A mempunyal abyek pajak berupa;

- Tanah seluss 800 m2 dengan harga jual Rp, 300.000.000,-/m2

- Bangunan seluns 400 M3 dengan nfal fual Rp. 350.000,000,-/m2
= Tarman seluzs 200 m2 dengan nilal jual fip. 50.000,000,<fm3
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Pasal B
Pasal 9
Pasal 10

Pasal 11
Fasal 12
Pasal 13
Pasal 14

Besarmyn pokok pajalc yang terutang adalah sehagal berikut -
L NIOP Surni : 800y Rp.300.000,- = Rp, 240,000-000.00
2. NIOP Banguman ;
. Rumah dan garasi
400 x Rp, 350,000,400 = fip. 140,000,000,00
b. Taman 200 « Rp, 50.000,00 =Rp. 10.000.000.00
 Pagar :
{120 x 1,5) x Rp. 175.000,00 = Rp, 31.500,000,00 +
Toota! NIOF Bangurian Fep. 181.500.00,00
Total NIOP Bumi dan Bangursn Rp, 4:1.000.00,00
Nilai Jual Gbyek: Pajak Ticak Kena Pajak = Rp. 10,000.000,00 -
3. Mt Jual Obyek Pajak Kene Pajak « Rp. $11,500.000,00
A, Terif Paiak yang dibetagkan dalam Peraturan Doarah O, 1 %
5: Pajak Bumi dan Bangunan Terutang :
0,1 % x Hp. 411.500,000,00 = Rp. 411.500.00

tangga | Januar 012 berupa tanah dan
bangunan. Pada tanggal 10 Febriar 2002 bengunanmya
diborsgkar, maka pajak yang terutang tetag berdasarian kesdoan
obyek pajak pada mnggei 1 Jamuan 2012, yaity keadaan sebalum
bargunan dibongkar.



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Digital Repository Universitas Jember

Pasal 15 : Cukup jeles.
Pasal 16 : Cukup jelas
Pasal 17 © Cukup jelas.
Pusal 18 : Clikup peles
Pasal 19 © Cukup felas,
Pasal 20 @ Cukup jetas,
Pessl 21 - Cukup jeias,
Peaal 22 ¢ Cubup jelss
Pasal 23 ¢ Cubup jeles:
Pasal 24 Cukup jelss,
Pasal 25 Culmp jeses.
Paxal 26 :  Cubup jeles,
Pasal 27 Cukup jelas,
Pasal 28 © Cubup jelas.
P8 Cuhupjeles,
Pasai 30 @ Cubup jeles,
Pasal 31 :  Cubup jelss,
Fasal 30 ©  Cubup jelas.
Passt 33 @ Cubup jelas
Pasal 34 © Cukip jeles
Pasal 35 © Cukup jeles.
Pasal 36 :  Cubup jeles
Passt 37 @ Cukup jelss



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Lampiran K

Menimbang : 8.

x

FRE LA
WEFUBL® MOOREGIL

UNDANG-UNDANG BEPUBLIK INDONESIA
MOMOR 13 TAHUN 1985

TENTANG
PALAK BUM] DAN BANGUNAN
DENGAN RAFMAT TLAHAN YAMG MAHA ES8

PRESIDEN REPUBLIK INDONESTA,

babwa pajak merupskan saloh satu sumber pemsrimasn regera yang sangat penting artimya bagl
pelaksanaan dan perinpkatan pembangunan nasional sebagal pergamalan Pancasila yang
bartujuan wntuk meningkatkan kemakmoran dan kesejafteraan rakyat, dan oleh karena fu perly
gikelala dengan meningkatiian peran-serts masy ardkel sesual dengan kemampuarnya;

bakwa b dan bangunan memberkan keunbngan dandatiu kedudukan sosial akamaml yang
il bolk bagl orang atau bodan yang mempuny s scatu bhak slasnys aiEar mamperoleh

manfaat dari padanya, dan oleh korena it wajar apabils mereks diwafbkan membarikan sebagan
dasi manfaat ptau kenikmatan yang diperalehnye kepads regars melaiul pajek;

bahwe sesus| dengan amanal yang mrkandung dalam Garis-gars Besar Malusn Negara Tahun
1583 periu diadakan pambaharuan sistem perpajakan, s=hingge dapal mewujudkan peran serta
dan kegotongroyongan masyarakat sebegal potensl yang sangat besar dalam pembangunan
nadlahal;

bahwa sistem perpajakan yang beslaku selama ini, ki ¥a pajaikc kebend dan pajak
kekayaan, telah mendmbulkan beban pajak berganda bagl masyarakat dan oleh karena i periu
diakhiri melaiil pembaharean sistem perpajakan yang sederhana, mudah, adi, dan memberd
Kepeatian hukum

bahwa untuk mencepsd maksud tersebul 5 #tas periu disusun Undang-undang tentang Pajak Bumd
dan Bangunan,

Pasal S ayat {1}, Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayet (Z) Undang-Undang Dasar 1945;
Undang-undang Nomar 5 Tahun 1574 tentang Pokok-pokok Pemerintshan i Deerah (Lembaran
HMegars Tahun 1972 Namar 38, Tambahan Lembaran Negara Momos 3037}

. Undang-undang MNomor & TAHUM 1283 (Index.phpirsaturan/rinclaldoypt=gh==) tentang

Ketentuan Umiam den Tets Cara Perpajakan [Lembaran Negara Tabun 1283 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Nomer 32625

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKTLAN RAKYAT REPUBLIY INDONESIA

MEMUTUSKAN;

Dengan maencabat:
1. Ordonans| Pajak Rumah Tamgga 1908 (Par le Belasting Ord tie 1508, Stastablad mhus

1908 Momor 13) sebagaimana tefah beboraps kall diubah, terakhic dengan Peraturan Pamerintah
Penggantl Undang-urdang Nomor 19 Tahun 195% (Lembaren Megeca Tahun 1959 Momer 112,
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Tambahan Lembaran Megars Momar 1888) yang dengan Undang-undang Momar I Tahun 1961
{Lembaran Megara Tahun 1981 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2124) telah
ditetapkan marjadi Undang-uncang;

1, Ordonansi Verponding Indanesia 1923 (Inlandscha Verpondings Ordonnamtle 1933, Staatsbiad
Takun 1923 Nomor 425) sabagaimana telsh beberapa kall disbah terakhir dengan Algemesns
Vercrdaningen Binnanandsche Besmur Java &0 Madosra (Staatshiad Tahun 1931 Nemar 16E);

1. Ordanansl Verponding 1928 (Verpondings Ordonnante 1926, Statshlad Tahun 1928 Nomar 342)
sehegalmang telah beberaps kel Subah, wrakhir dengan Undang-undang Nemor 29 Tahun 1959
(Lembaran Negara Tabun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nemor 1882);

4. Ordonansi Peisk Kekayaan 1932 (Ordonantia op De Vermogens Belasting 1932, Staatsblad Tabun

1932 Womar 405) sebagal telah beberapa kall diubsh, terakhic dengan Undang-undang
Momor 8 Tabun 1567 (Lembaran Megaras Tahun 1967 Momor 18, Tembahan Lembaran Negara
Nomos 2827,

5. Orconansi Pajak Jalan 1943 (Weggeld Ordonnantie 1842, Steatshlad Tohun 1941 Namer 97)
sebagaimans  telah beberapa  kall diubsh, t=rskhkir dengan Algemeene  Verordening
Oprlogemisdrijven (Staatsblad Tahun 1948 Nomar 47}

B Pasal 14 huryf §, &, dan | Ungarg-undang Nomaor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umiem
Pajak Daerah {Lembaran Megara Tabum 1957 Moamor 56, Tambahan Lembaran Megara Nomaor
LZ87) yang dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2124) tefah ditetapikan menjadl Undang-undang.

7. Peraturan Pemerintah Penggantl Undang-undang Bomor 11 Tahun 1959 entang Pajak Hasi Burmd
{Lembaran Megara Tahun 1956 Momor 104, Tambahan Lembaran Negara Momor 1808} yang
dengan Undang-undang Nomar § Tahun 1961 (Lembaran Nagara Tahun 1961 Nomor 3, Tembahan
Lerpharan Megara Nomar 2124] telah ditetapkan menjad] Undang-undang;

Menetaphan : UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUMAN,

BAB 1
KETENTLIAN UMUM

Pasel 1

Yang dimaksud dalam Urdang-undang inl dengan:

1. Bumi adalan permukaan bumi dan tubuh bumd yang ade dibawahnya;

1. Bangumen adalah konstruksl teknik yang dRanam stau dilekatkan secars tap pada @nah
dan/atay peraian;

3. Miled Jual Obyek Pajak sdalsh hargs rota-refs yang dipercleb derl transaksl jual el yvang terlad
secara wajsr, den bilamana bdak terdepet transaks jual bel, Nilad Jual Obyek Pajak ditentukan
medahs perbandingan harga cengan obyek laie yang sejenis, sbw nilal perolehan bary, atay Nilai
Jual Bbyek Pajek Penggent;

4, Surat Peombertatuan Obyek Fajak adaleh surat yang digunakan oleh wajib pajok  wrtuk
melaparian dats obyek pajak menurst ketentioan undang-urdang ni;

5. Surat Pembantahuan Pajak Terhutang adalab surat yang dig cleh Dir lenderal Pojak
untule mem bartahukan Desarmya pajak terhutang kepada wajib pagak;

BAS 1T
OBYEK PAIAK

Pasal 2
(1} ¥ang marjad ohyek pajak adalah bumi dan/atau bangunsn.
{2} Mlasifikas] abyel pajak sebagaimena dimaksud dalam ayat (1) distur aleh Menter| Keuangan,

Fasal 3
{1} Obyek Pajod yang Hdak dikenakan Fajak Bumi dan Bangunan adalab abyek pajak yang:
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3. digunzkan semats-mats onhsk melsyenl kepenbingan umurm @ badang  Tbadah,  sosial,
kesehatan, pendidikan dan kebudaysan nasional, yang bdak dimaksudkan urmuk mempatoleh
kguniungan;

b, digunakan wntuk kuburan, peringgadan purbakala, atau yang sejenis dengan i}

c. meErupakan hutan lindung, hotan suaka alam, hut@an wisata, @man  nasional, tanah
penggembalamn yang dikusssl oleh desa, dan fanah negara yang belum dibebard suatu hak;

d, digunakan olek perwakilen dplomatik, konsulat berdasarkan asas parlakuan tmbal badik;

#. digunakan oleh badan atau perwakilan orgamisasi Intermasional oleh yang dtenbukan obeh
Manterl Keuangan,

(2)Obyek pajak yang digunakar oloh negara untuk penyebsngparsan pemerintshan, penentuan
pengenaan pajaknya diatur b lanjut dengan Peraturan Pemerintah,

(3) Batas nilal jual Bangunsn Tidak Kens Pajak dRetapkan sebesar Rp. 2.000.000.- (dua Juta rupiah)
untuk s=liap satuan bangunan,

{d4)Batas nilal jual Bangunan Tidak Kena Pajak sebagsimana dimaksed dalam aval [3) akan
disesuaikan dengan suxty faktor peny ian yang ditetapk oleh Manter Keuangan,

BAR 111
SUBYEK PAIAK

Posal 4
(1) ¥ang menjodi subyek pajek sdalah orang atEyu badan yang secam nyata mempunyal suatu hak
atas bumi, dan/steu memperoleh manfeat ates bumil, danfatau memiliki, menguasal, danfstau
memperolel manfhal 88 Bangunbn.
{#)15ubyek pajak schagaimana dimaksisd dalem ayat (1} yang dikenakan kewaftan mambayar pajak
manjad| wajio pajak menurst Undang-undsng ini.

(¥ Delam hal ates suaty obyek pajak belum falas diketae wapih pajaknya, Direktur Jenderal Pajak
dapat menetipkan subyek pajak sebagaimans dimaksud dalam ayat (1) sebagai wajib pajek.

(#)Subyek pajak yamg ditetapkan sebagaimens dirmaksud dalam syat (3] dapat mamberikan
keterangan secars tertulis kepada Direkiur Jenderal Pajak bakwa ia bukan wajib pajak terhadap
obyek pajak dimaksud,

(5] Bilm weterangan yang diajukan odeh wajib pajak sebagalmens dimaksud dalam ayat {4) disstupul,
maka Oirektur Jend=ral Pajak membatalican penetapan sebagel wajlb pajak sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3) dodam jengkes wekiu saty bulan sejak diterimanyas surat kelerangan
dimaksud,

(5184 katnrangan yong diajuken it bdek disetujul, maks Direktur Jendecal Pajek mengelisrian
surat keputusan pencdakan dengan disertal alasan-alasanmya.

(7)Apabile setelah jangka waktu saty bulam sejak tanggal cierimanya keterangan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (4), Direktur Jenceral Pajak Bdak memberikan kegutvsan, maka keterangan
wang dajukan ity Sanggap disebujui.

BAB TV
TARIF PAJRK

Poasl 5
Tanl pojak yang dikenakan atas obyek pajak adaiah sebessr 0,5% (lima pers=puluh persen).

BAR v
DASAR PENGENAAN DAN CARA MENGHITUNG PAJAK

Pasal 6
(L) Dasar penganaan pajak adalah Nilal Jual Obyek Pajak.
(Z)Besarnya Wial Jual Dbyak Pajak sebognimana dimaksud dalam ayot (1} ditetapkan sefiap bga
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tahun oleh Menter] Kepangan, Kecual unhl daerah ertenty ditelaphan satlap tahun sesuai dargan
perkembangan dasrahny a.

{3) Dasar penghitungan pajak adatah Milal lual Kena Fajak yeng ditetapkan serendah-rendahnys 20%.
(dua puluh prrsen) dan setingg-tngginys 100% (serates persen) darl nilal jual cbyek pajak.

(4) Besarnye persentass Nial Jual Kena Pajak sebagaimona dimaksud dofam ayat [3) ditetapikan
dengan Pesaturan Pernarintah dang perhatican kandisl akonom| nasanal

Pasal 7

Besarmya pajak yang terbutang dibitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Nilal Jusl Kena
Pajak.

BAR V1
TAHUN PAJAK, SAAT, DAN TEMPAT
TANG MENENTUKAN FAJAK TERHUTANG

Fasal B
1] Tahun pajak sdslah jengks wakte saty tbhun bikwim,

{2} Saat yang menantukcan pajak vang erhuang adalah menurut keadaan obyek pajak pada tanggal
1 Januari
{3} Tempat pajak yang tarhutang:
#, untuk damsrah lakarta, of wilayah Daerah Khusus Thukots lakarts;
b. untuk daersh lmneya, di wilsyah Kabupaten Dasran Tingkat 11 atau Kotamadya Daerah Tingkat
1 H
yang maliput! letak obyek pajak,

BAR V1L
PENDAFTARAN, SUBAT PEMBERITAHUAN OBYEK PAIAK,
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERMUTANG,
AN SUELAT KETETARAN PAJAK

Fasal §

{1} Dalam ramgka pendataan, subyek pajak wajih mendafarkan obyek pajaknya dengan mengisi
Surat Pemberiahuan Doyek Pajak,

{2} Surat Pemberitabuan Dbyek Pajek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus digl dengan jelas,
benar, dan lergkap serth dianda@ngan gan jisampaikan keppids Direktorat Jandaral Pajak yang
wileyah kerjanya meliputi etk obyek pajak, selambat-lambatmya 30 {tga puluh) harl setelah
tanggsl ditarimanya Sural Pembsritahuan Obyek Pajak oboh subyek pajak,

{3) Pelaksarman dan tets cara pendaftaran obyek pajak sebagasmana dimaksud dalam ayet (1) dan
ayat {2} clatur leaik lanjut sleh Menter Keuangsn.

Paszal 10
{1) Berdasarkan Surat Pemberimhuan Obyak Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 eyat (1),

Direkbar Jenderal Pajak menarbitkan Surat Pemberimbuan Fajak Terhutang.

{2) Direktur Jenderal Pajak dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak dalam hal-nal sebagal barikut

a. apabila Surat Pemberitohuan Obyek Pajak tidak disampsikan sebsgaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat {2} dan setelah ditegor secara tertulls Hdak dissmpaiken sebagaimana ditentukan
dalam Surat Tegoran;

b. apabila berdasarkan hasd pemeriksazsn atac keterangan lain ternyata jumish yang terhutang
lelin Besar dart jumiah pajak yang dinitung berdasarkan Surat Pemberitzhuan Obyek Pajak
yang disampaikan oleh wajio pajak,

(1) Jumish pajak yang berbulamg dalam Surat Keletapan Pajak sebagaimana cimaksud dalam ayat (1)
huruf 8, sdalah pokok pajak ditambah dengan dends acministrasl sebesar 25% (dua pulub lima
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persen) dibfhung dan pokok pafak.

(4] Juméah pajak yang terbitang dalam Surat Ketetapan Pajak sebagaimane dimaksud dalam ayet (2]
hueuf b sdaian selisi pajak yang terhuleng Berdatarkan hasil pemarkosan alau ketsrangan lain
dengan pajak wang terhutang yang @hitung berdassrkan Surst Pemberfafuan Obyel Pajak
ditambah denda adminisirasi sebesar F5% (dua puluh lima parsen) darl salisih pajak yang
tehiiba g,

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Paszal 11

(1) Pajak yang terhutang Derdararkan Surat Fembantahuan Fajak Terbutang sebagaimana dmaksud
datam Pasal 10 ayat (1) harus dilunas! selambat-ambatnyas enam bulan sejak anggal disersmanys
Surat Pamberi@nuan Pajak Terhutang oleh wajib pajalk.

(2} Pajak vand tErhilang berdaserkan Sursl Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud datam Pasal 10
ayat (3) dan ayat 4] harus dBunesi sel@mbst-lambatnya | (salu) bulan sejak tehggal diterimanys
Surat Ketetapan Pajak oleh wajih pajak.

() Pajak ymng terbutang yang pads sast jatuh empo pembsyaren tdek dibayar atau kurang dibayar,
dikenakan dends adminisirasl sebesar 1% (dia perden) sebulen, yang diktung dar ssat [atub
tempo sampsl dengan lar pembayaran untuk janghka wakits paling kama 24 (dus puluh empeth
brutam.

{#) Denda ad a5 sebmgai demaksud dalam ayat {1} ditnmbah dengan butang pajak yang
beium atau Kurang diboyar ditaglh dengan Surat Tegihan Pajak yang harus dilmas selamhet-
lnmbatnya 1 {satu) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Tagian Pajek oleh wajib
pajak.

(5)Fajak yang terhutang dibayar di Bank, Kantor Pos dan Giro, dan tempat l2in yang ditunjuk obeh
Mertar Keuangan.

[6)Tata Cara pembayaran dan penaghan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1], ayat (21, ayat (3],
ayat (4], dan ayat (5) diatur aleh Merter Keuangan,

Pasal 12

Jumiah pajak yang terhitang berdasarkan Surat Tagihan Pojok  yvang tdok dibayer pada waktunys

dapat ditagih dengan Surat Paksa.

Pasal 14
Manter] Keuangan dapat melimpatkan kewenangan penagihan pajak kepada Gubsrnur Kepala Dasrah
Timgkat T dan/atsu Bupat Walikoamadys Kepala Daerah Timglat 1.

BAB IX
KEBERATAN DAN BANDING

Paszal 1%

{1} Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan pada Direktur Jonderad Pajak atas:

. Sural Pembarimhuan Pajak Terhutang;
b Surat Ketetnpan Fajak.

{2} ¥eberatan diajukan secara teriudis delam bahasa Indonesia dengan menyatakan slasan secara
jelas.

(3} Keberatan harus diajukan dalam jamgka waktu 3 (Uga) bulan sejak tanggal diterimanys surat
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh wajio pajak, kecuali apabila wajin pajak dapat
menunjukkan balvea jangka waktu i tdak dapat dipemubi karena Keadaan dilar Kexuasaannya.

{4} Tenda penerimasn Surat keberatan yang diberikan oleh pejebat Direktoral Jenderal Pajak yang
diturjuk urluk fu den stau anda pengiriman Surat Keberalan melalii pos tercatal manjadi Enda
bkt g i Sural Keberatan tersebut bagi kepentingan waji pajak.
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{5} Apabiis diminta oleh wajlh pajak unitisk kepariusn pengajuan keberatan, Direldur lanceral Fajak
walb memberiian secars tertulls hal-hal yang menjadi dasar pengenash pajak,

{6} Pengajuan keberatan tdak menunds kewafiban membayer pojek.

Pasal 16

(1) Direktur Jenderal Pajak dajam jsngka wakty paling lama 12 (dua belas) bulan sejak wnggal Surat
Kaberatan diterima, memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan,

() Sabehsm surat kep #n diterbitican, waiih pajak depat menyampaikan alasan timbahan stau
penjmasan kertuls,

{3} Keputussn Direkctur Jenderal Pajak atas keberaton dapat berups menerma seluruhnys stau
sebagian, menclak atau menambah besamya jumiah pajak yang terhutang.

{4 Bralam hal wailb pajak mengajukcen keberslan stas keteétapan ssbagaimana dimaksud cdalam Fasal
10 ayat (2) haryl &, waji pajak yang bersangkutan harus dapat biktkan & aran
kebetapan pajak tersabut.

{5)Apabiis fangks wekty sebagaimana dimaksid dalam ayat (1) telah lewst dan Divekiur Jenderal
Pajak tdsk memberl suaty koputussn, maks keberatan yang dsajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 17
(1) Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada badan peradBan pajak terhadap keputusen ¥ang
ditetapian cleh Direktur Jenderal Pajak ssbagaimana dimaksud dalarm Pesal 4 ayot (&) dan Pasal
16 ayat {3} dolam jangks wakty 3 (Uga) bulsn sejak tanggal diterimanya surat keputusan oleh
wafit pajak dengan dilampir salinan surat keputusan tersebut
{2} Permohonan banding diajukan sacara tertulis dalam babasa Indonesia.
{3] Pengajusn permahanan Banding bdak menunds kewajiban membayar pajak.

BAB X
PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAIAK

Pasal 18

{1) Hasit penerimaan pajak merupskan penerimaan negara yang dibagl sntars Pamerintsh Pusat dan
Pemerintah Dagrah dengan emhangan permbagian sekurang-kurangnys 90% (sambilam puluh
persen) unkuk Pemarnintah Daerah Tingkat 11 dan Pemae k Daersh Tingkat | sebagal pendapatan
damrah yang barsangkutan.

[2)Baglan penerimaan Pemarintah Oserah ssbagaimans dimaksud dalam syst {1}, sebaglan besar
diberikan kepads Pemerintah Dasrah Tingkat 1L

{31 Invbangan pembspian hasil panerimansn pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
diatur dengan Peraturan Permarinan.

BAB X1
KETENTWAN LATH-LAIN

Pagal 19
{1} Menteri Keubngan dapat mamberican pengurangan palak yang terhutang:
8. karena hondis| tertenty obyek pajak yang ade hubungannys dengan subyek pajak den/atau
karena sebab-sebab terbanhy [inmya;
B, dalam hai cbyek pajak terkera bencana alam steu sabab tin yang diluar biaes.
{2} Katantuan mengenal pemberian pengurangan pajek sebageimana dimakeud dalam oyat (1) distur
oleh M Kauangan.

Pasal 20
Atns permintasn wajl pajak Direktur lenderal Pajak dapat mengurangkan denda administrasi karena
hak-hal terienki,
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Pasal 21

{1)1Pajak yang dalam jabatanrya atau tugas pekerjasnnys berkaitan langsung dengan abyek pajak,
i fila:

a. menyempaikan aporan bulanar mengenal semus mutss) den perubahan keadaan obyed pajak
secars tertulis kepads Direkiorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya melipall letak obysk
pajak;

b. memberikan keterangan yang diperiukan atas parmintasn Drektorat Jenderal Pajak.

[2)Kewajiban memberikan keterangan sebageimans dimaksud dalam awat (1) hural b, berlaku puia
bagi pajabat kin yang ada hubungannys dengan obyek pajak.

{1)Dalam hal pujabat setagaimana dimaksud dalem ayal (1) den ayat (2} terikat obeh kewajiban
untuk memegang rahasta jabatan, kewajiban umtuk merahasiakan b ditadokan sepanjang
menyangkut priaksanaan Undang-undang inl.

{4} Tata care penyampaian laporan dan permintsan keterangan sebagasimand dimakeud dalam syat
(1) dan ayat {2} distur cdah Mantari Keuangan,

Paspl 22
Pefabat yang bdak memenuhl kewasjban sebagelmana imaksud dakem Pasal 21, dikenaksn spnkal
meniryl peraturan perundang-undangan yang berlaki.

Pasal 23
Terhadap hal-ha| yeng tdak distur secara khusus dalam Undang-undang inl, beclaku Ketentuan dalam
Undang-tndang Nomor & TAHUN 1863 (index.phpir=aturan/rincibidoryptegi==] tent@ang Ketentuan
Umim den Tets Cara Perpajakan surta peraturan perundang-undang lainhya,

BAB XN
KETENTUAN PIDARA

Pagal 24
Barang alaga Karena kesipaannya:
8. Hdak mengembalican/meryampaikan Surat Pemberitohuan Obyek Pajak kepada Direktorat
Jenderal Pajak;
b, menyampalkan Surat Pemberitabuan Obyek Fajak, tetapl sinya tdak benar sisu tdak lengap
dan/atae melamairkan keterangan vang ksl benar;
sehingga menimbulkan kerugian Megara, dipidans dengan pldara kurungan selama-lamanya & [enam)
bulan atau denda setingg-tngalnye sebesar I (dua) kall pajak yang Eerutang.

Pagal 1%
{1} Barang slap dengan sengaja:
a. tidak mengembaiikan/menyampaiken Surst Pemberiabusn Obyek Pajek kepads Direkrorst
Jenceral Pajak;

k. menyampalkan Surat Pemberitshuan Dbyek Pajak, tetapl sinya tdak benar atau tdak lengkap
danfatay malampirkan ketarangan yong tidak benar;

¢, memperlihatkan surat paisy stau dipalsukan atay dak lalm yarg palsa atau dipsisukan
sealakh-cdah benar;

d. Bdak memperlihatikan atau Hdak meminjamian surat 2tau dakumen lainnys;

&, Bdak menunjukkan data stau Hdak menyampaikan keterangan yang diperisican;

sehingga menimbulcan kerugian pads Megara, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2

{dua) tabun atau dends sefinggh-tingginye sebesar § (lima) Kall pajak yang terhutang,

{23 Terhadan bukan wajib pajak yang bersangkutan yang melakiukan tndakan sebagsimans dimaksud
calam ayat (1) huru? o dan huref e, dipidans dengan pidana kurungan sslama-lamarya 1 (satu)
tahun stau dends sstnggi-tnggirya ®p, 2,000,000, - (dua juts rupksh).

(3)Ancaman pidana sebsgaimana dimaksud dalam ayat (1) dipatkan dus spabls sesscrang
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malakiskan lagl dndak pidana @i bidang perpaiaksn sehalum lewat 1 (safu) tahun, terhitung sejak
selesainya menjalani sebagian atnu selurub pidans penjar yang drjatuhkan atau safak dibayarnya
denia.

Pasal 26
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 15 Udak dapat diumbub setelah
lampay wakty 10 (sepuluh) tabun $e)&k barakhirmya mhun pajak yang bersangkutan.

Pasal 17
{1} Tindak pidana sehagaimana dimaksud daiam Passl 24 dan Pasal 25 ayst (2) adaleh pelangaaran,
{2} Tindak pidana sebagaimens dimaksud datam Fasal 25 syat (1} adakah kejahatan.

BAB X1
KETENTUAM PERALIHAN

Pasal 2B
Tarhadag luran Pembangunan Dagrah (Ipeda), Pajak Kekaysan (FRK), Pajak Jatan dan Pajak Rumah
Tangga (PAT) yang tErhutang untuk tahen pajak 1G85 dan sebelumnya berlaku ketentuan peratsran
perundang-undangan perpajaian yang lama sampal dengan tanggal 31 Desember 1090,

Pasal 29
Densan Berfakurya Undang-undsng i, peraturan pelaksansan yang telah aca di bidang Iuran
Permbangunan Daerah (fpeda) berdssarkan Undang-undang Namor 11 Prp Tahun 1958 tentang Pajak
Hasil Bumi, tetap berfaku sampal dengen anggal 31 Desember 1990 sepanjang tdak bertentangan
dan balum ciatur dengan parsturan pelakasnazn yang bans berdssaran Undang-undang inl.

PFasal 30
Terhadap obyex pajak dalam bidang perambangan minyak dan ges bumi serts galam bidang
panambangen (B&rye, sehubungan dengan Kaontrak Karya dan Kontrak Bagl Hasil vang masdh rinku
paca saat inl berfakunya Undang-undang Ik, tetap dikemakan furan Pembangunsh Daerah (Ipada)
berdasarkan ketenbsan-keteniuan dalam perjarjian Kontrak Karys dan Kentrak Bagl Hasil yang masih
bariaku.

BAB XTIV
EETENTUAN PENUTUP

Pasal 31
undang-undang inl mulal berfaku pads tnggal § Jaruard 1586,
Agar setiap orang mengatabumya, memerintafkan pengundangan Undang-undarg Ini dengan
Penempatannya dalam Lembaran Negera Republlk Ingonnsia.

Disahkcan di Jakaria |
pade tanggasl I7 Desember 1985
FRESIDEN REPUBLIK [ROONESIA
e

SOEMARTO

Diundangikan oi Jakarta
pada mnpgal I7 Desember 1985

MENTER[ SEKRETARIS NEGARA
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REPLBLIK INDONESIA,

el

SUDHARMOMNG, 5.k

LEMBARAN MEGARA REFUBLIK INDONESLA TAHUN 1585 MOMOR 68

PENMIELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REFLBLIK INDOMNESLA
ROMOP. 17 TAHUN 1985

TENTAMNG

PAIAK BUMI DAN BANGUNAN

L. UIMUM
Dalam Negara Aapublk & yang kehidup rakyat dam perekocnomiannys dsbeglan basar barcorak
agrasis, bumi mrmasuk paraian don kekayaan alam yang terkandung di dal L] apunyal fungs! perteng

dadam mambangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasily dan Undang-Undang Dasar 1945,

Ofeh karena Il hagl mareks yang memperoleh manfaat dar bumi dan kekayaan slam yang Derkandung
didalamnya, kprens mendapat sesustu hak derl kekussesn negacs, wajar menyerahkan schagian dan
kenikmatan yang diperolehnya kepada Negars melalul pembayaran pajak,

Setelum berfakunya Undang-umdang inl, terhadap tarah yang tnduk pada hukum adat telah dipungut pajak
berdasarkan Undang-undeng Nomaor 11 Prp Tahun 1950 dan kerhadap Baah vang Denduk pada hulm Barat
dipungut pajak berdasarkan Ordonansd Verponding Indonesia 1923, den Ordonans! Verponding 1978, Disamping
i terdapat pula punguian pajak stas tanah dan bangunan yeng didasarkan pada. Ordonans! Pajak Rumah
Tangga 1908 serta lain-lan pungutan deerah atas thinah dan banguman,

Sigtem

perpajakan yang berlaku seloma ind, khususnya pajak kebendesen den kekayaan yang tiah menimbalican
tumparg Hndih anktars sabu pajek dengan palek lalnnya sehingas meangakibatkon baban pajak berganda bagl
masyorakat.

Sesual dengan amanat yang terkandung dalam Garis-garis Besar Haluan Megara periu diadakan pembaharuan
sistemn perpajakan yang beraku dengan sistem yang memberiken kepercayaan kepada wajb pajak dalam
melsksanskan kewajlban serts memenubl haknya di bicdang perpajaian sshingga dagat mewuyjudian dan
penmgkatan kesadaran kewajiban perpajakan serta meratakan pandapatan masysrakat.

Odeh karena ity Ocdonansl Pajsk Rumsh Tangga 1508, Ordemans! Verponding Inconesia 1923, Orconand
Werponding 1528, Ordonanal Pagak Kekayasn 1932, Ordonansl Pajak Jalen 1942, Pasal 13 horaf |, huruf &, dan
hunsd | Undang-undang Derurst Nomor 11 Tahun 1957 tentang Perwturen Umum Pajak Daerah, Turan
Pembangunan Daerah {Ipedn), dan lein-lain persturan perundang-undang tenang punguan daerah sepanjang
mengenai tanah dan bangunan periu dicabut.

Faraturan perundang-undeng lainnye terutama yang selama nl menjadi desar bagi penyalenggaraan pungutan
obeh Daersh, Khususnys sapert] pemungutan Pajak Kenderaan Bermotor masih bariaku.
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Daengan mangsdakan baharuan sistem perpajskan melalil panyedarhansan yang meSpull macam-macam
pungutan aas tanah donfatsu bangunan, tard pajak dan cara pembayarannya, diharapkan kesadaran
peErpajakan darl masyarakat akan menngkat sehingga penerimaan pajak akan meningkal pula.

Obyek pajak dalam Undang-undang ind adalah bumi denfstau bangunan yang berada diwilayah Republik
Indonesia,

Dalam moncerminkan kelkutsertaan dan kegotongroyongan masyacakat di bidang parmbiaydan pembangunan,
maka semua cbyek pajak pajak dikenakan pajak

Dalam Ungang-undang i, bumi don/atsu bangunan yang dmifi oleh Pemerinah Pusal dan Pemerintah Daarah
ik 1 Pajak. Per pengensan Pajak Bumi dan Bangunan atas obyek pajak yamg digunakan obah
Magara untuk penyelenggaragn pemerintah, datur lebit lanjut dengan Peraturen Pemerinlah.

Haslil penErimaan pjpll: inl disrshkan kepadsa tujusn wntuk kepentingan masyarakal ol daerah yang
bersangkutan, maka sobagan hasil penerimaan pajak ini diserahkan kepada Pemerintah Dagrah,

Penggunaan pajak yang demikien oleh deerah akan meramgsang masyarakat untuk memenuhl kews)ibannya
mermbayar pajak mereks yeang seksligus mencerminkan sifal kegotongreyongan rakyat datam pemblayaan
pombangunan.

Karera Pajak Bumi dan Bangunsn ssbagisn bedar akan diserahkan kspada Pemarintah Dasrah maka dirass
periy untuk phan termpat pat pernbaysran yang kabih mudah dan dakat sehingga Pemerintah Dasrah
yang bersangkutan dapat segers rmemanfastkan hasll penerimasn pajak guna mambdayal pembangunan
dimasing-masing wilayahnya,

Tempat yang Iebik dekst tersebut adaish sepert Bank, Kentor Pos dan Giro serta tempat-tempat lan yang
ditunjuk cleh Menterf Keuangan,

Bagi watih pajak dimungkinkan memaercleh pengurangan ates pembaysran pajakmya, korens sebab-sebab lain
yang fuar biasa, sehinggs walio pajak Bdak mampu membaysr pajaknya.
11, PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Angks 1
Permukasn bami melipuls tanah dan perairan perdalaman senta But wilayah Indonesia.
Angka 2

Termasuk dadam pengertian bangunan adakah:

- jslan lingkungan yang terietak  dalam suatu kompieks bangunan sepertl hotel, pabrk, dan
emplasemennya dan lin-lain yang merupakan sat kesatuan dengen kompleks bangunan tersebut;

& 1'“"' TOL:

= kolam renang;

©  pagar mewan;

= tempat olah raga;

= palangan kapal, dermags;

=  taman mewsh;

= tempat perampungankitang minyak, air dan gas, pipa minyak,

= fasifias lain yang mamberikan manfaat;

Angks 3

Yang dimaksud dengan;

- Perbandingan karga dengan obysk lain yang sejenls, adalah suatu pendekatan/metode penentisn nllal
junl sustu obyek pajak dengan cara membardingkannya dengan abyek pajak lain yang sejenis yang
letak s bardakatnn dan fungsinya sama dan telah dikemb harga juainya.

- Milai perolehan baru, adelah suaty pendekatan/metods penentuan nilal jual suatu obyek pajak dengan
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cars mangliung seluruh blaya vang dikaluarican uruk memperciah obyak terssbut pada sast penilaisn
dilakukan, yang iurangs Sengan penyusutan berdasarkan kondssl pisik obyek tersebut.
= Nial jual pengganti, adalah suaty pendelstan/memds penentusn nitsl jusl suslu obyek pajak yang
berdasarkan pada hasd produlsi obyel pajak terssbut.
Angia &
Culoup jelas
Angha 4
Cukup jelas
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat ()
Yang dimaksud dengan klasiflkasi bumd dan bangunan adalah pengolompokan bumi dan banguinan
meEnurut Al jusinya @an gigunakan sebagal pedoman serta untuk memudahkan penghitungan pajak yang
terbutang.
Dealam meneruken Kiasifkasi bumiftanah diperhatikan fakior-faktor sebagal barikut-
1. letak;
2. perurtukan;
1. pernanfaatan;
4. kondisi lingkungan den lain-lain,
Cralarm klasiftlcas bang 1 diperbatikan fakctor-faktor sebagel berflcut:
1. bakhan yang digunakan;
2. rEkayasa;
1. letak;
4. kondisi ingkungan den lain-lain.
Passl 3
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan bdak dimaksudkan untuk mempenoleh keuntingan sdilsh Babws obyex paiak itu
diusshakan untuk melayenl kepentingen wmum, dan nyata-nyats Gdak ditujuksn umuk memtrd
keuntungan.
Hal ini dapat diketahid antare lain dar snggarsn desar dan anggaran rumsh tEnggs dard yevasanbadan
yang bergerak dalam bidang ibadeh, sosial, kesehatan, pendidikan, dan ketudayean hasional lmrsebut
Termasuk pangartian @l sdalsh hatan wisata milic Negars sesusl Pazal @ Mamor 5 Tehun 1967 teAtang
Keterntuan-ketentuan Pokok Kehutanan,
Negora sesual Pasal 2 Undang-undang Momar 5 Tabun 1967 tenieng Pokiok Kehutanan.

Contol © - pesantren Bted sefenis dengan )
- madrasah;
= Wanan wakaf;
= rumah sakit wmum.
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan abyek pajak dalsm avat inl sdalah obyek palak yang dirmiilicl dis uassd/digurakan
aleh Pemerintal Puiat dan Pamerintah Daersh dalam menyelenggarakan pemerinkahan.
Pajek Bumi dan Bangunan adalah pejak negara Yang Sebagian besar PEREFIMABNFYE Merupakan
pendapatan daerah yand antara laéh dper ki uftuk pesyed rasllices vamg juga diniemat alekh
Pemerioah Pusat dan Pemerintah Dasrab.
Oleh sebab it wajar Pemerintah Pusat jugs lkul memblaysl penyediaan fesiitas tersebul matall
pembayaran Pejek Bumi dan Bangunan,
Hengenai bumi danfetsu bargunen milk perorangen den/stau badam yamg digunakan oleh Pagana,
kewajiban perpajakannys terganturg pada perlanilen yang diadakan,
Ayat (3]
Obyek pajak berupa bangunan diberi batas nilai Bangunan Tidak Kena Pajok ssbesar fp. 2.000.000,- (dua
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jata rupiah) unbuk Hap satuan bangunan.

Canigh 1. Nilal jual bangunan Rp. 1,800,000,
Batas nikal jual Bangunan Tdak Kena Pajak Ep. 2,006,008, -
Hilai jual bangunan kena pajak Rp. Hihi |
I
2. Nilal jual bangunen kp. 10.000,000,-
Batas nidal jusl bangunan Tidak Kana Pajak Rp. 2.000.000,-
Hilai jual bangunan kena pajak R, 8,000,000,
3. Nitei jusi bangunan Rp. 500.000.000,-
Batas nilal jual bangunan Tidak Kens Pajak Rp. 2.000.000,-
Hilal jual bangunan kona pajak Rp. 498000000,
Ayht (4)
Cukup jelas
Fasal 4
At {1}
Tands pembayvaran/pelunasan pajak bukarn merupaksn bukt pemilian hek.
Ayat {2}
Cukup jelas.

Aat (3}

Eetertuan i berian kapada Direkiur lenderal Fajok untuk mensntukan subjek pajak sebagai wajib

pajak, apabis objek pajak belum |elas pajaknya,

Cantoh:

1. Subjek pajak bernama A yang memanfeatkan stau mengguraken humi dan/atau bangunan millk arang
lnén bernama B bukan kerena sesuaty hak berdassrkan wrdang-undang ateu bukan karena parjanjlan
maka datam hal demikian A yang memanfastkan stau menggurakan bumi dan/atau bangunan tersebut
ditetapikan sebagal wajih pajak .

2. Suatu objwk pajak yang masih dalam senghkets pemiikan df pengadilam, maka orang atau badan yang
memanfaatican atnu menggurakan objek pajak tersebot dietepkon sabagai wall pijak.

3. Subjel pajok dalam wakiu yang lama berada diuar wilayah letak obiek pajak, sedang untuk merawat
ohiek pajak tersebut dikuasakan kepada orang atau badan, maka orang atau baden yang diber kuade
dapat dituriuk sebagal wallb pajak,

Penunjukan sehagal wallb pajak oleh Dérektur Jenderal Pajak bukan merupakan bukll pemilican hak.

Auyat [4)

Cukup jelas,
Ayal [5)

Cukup felas.
Ayat (8)

Cukup jalas,
Ayat {7)

Berdasarkan kelepfusn dalam ayat inf, apabila Direklur Jenderal Pajak BHdak memberkan kepabisan

datam waktu 1 [satu) bulan sejsk wnggal dRermanya keterangan dari wajib pajak, maks ketetapan

sebagal wajlb pajek gugur dengen sendifinya dan berhal dapatian kep pencabutan peneiapan
sebagal wajib pafak.
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Pasal 5
Cukup jelas
Pasal &
Ayat (1)
Cukup jeias,
Ayst (2)
Pada dasarmya penstapan nilai jusl obyek pajek agalah 3 (Hga) @han sekall. Hamun demikian untuk
dacrah tertenty yang karena perkembangan pembanguaan mengakibatkan kenaiican nilal jual obyek pajak
cubup besar, maka penetepan nial junl ditetapkan setahun sakali.
Dalam menetaphan nilai jusl, Mented Keuangan mendenga: pertimbangan Gubemur serta memperhatikan
asas self assmssment.
Ayat (1)
Yang dimaksud N3l Jual Kena Pajak (assessment value) adaish nilad jual yang dipergunakan sebhgai
dazar penghitungan pajak, yamy suatu parsentass tertentn dari nifsl jusl sebenarmys.
Cartoh:
1. Wizl Jual sustu cbyek pajak sebesar Ap. LOO000D, - Persentase
Hial Jual Kena Fajak misainys 20%
maka besarnya nilal jusl kena pajak 200 x Rp. 1.000.000,- = Rp. 200.000,~
7. BiEal jual suaty obyek pajak sebesar Rp. 1.000.000,- Persantass
Nial Jual Kena Pajak misalnys 50%
maka besarnya nilal jusl kena pajak 50% x Rp. 1.000.000,~ = Rp. 500.000,-
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 7
HWilal jual untuk bangunan schelum diterapkan tarif pajak dikurangl terbebéh damily dengan batas ndal jual
uanguRan toak kana pajak sebesar Ap, 2.000.000,00 (dus juts rupiah).

Contch:
Wajib pajak A mempunyal ohyek pajak berupa:
Tanah reduas 800 m2 dengan harga jual Rp. 300.000/m2;
-~  Bangunan seluas $00m2 dengan nisl jeal Rp, 350.000/m3;
=  Taman mewah seluss 200 m2 dengan niai jual Rp. 50.000/m2;
Fagar mewsh sepantang 120 m dan tnggl rate-rata pagar 1,5 m dengan nfial jual Rp. 1.750.000/m2;
Persentase nilal junl kena pajek misalnya 20%.
Besarnya pajak yang lerhutang acalah sebagal berikut:
1, Mlsl Jual wanah @ BO0 % Rp. 300.000,~ = Rp. 240,000,000,
nilal jual bangunan
a, Rumgh dan garesi

400w Rp. 350.000,- = Rp. 140,000,000~

b Taman Mewah
200 % Ap. 50000, = Rp. 10,000,000~

c Pagar mewah
(12001, 5)Rp. 175,000, = Rp, 31, 500.000,~
RE. 181.500,000,~
Batas nllad jual bangunan Sdak kena pajak = Rp. 2,000,000~
Ml Jisal bangunan = Rp. 175,500,004,
Mial jusl tansh dan bangunan = Rp, 41%,500,0040,-

&, Basarnya Pajak Buml dan Bangunan yang erhutang:
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Atas tanah =
&, = Rp. 240000,

0,5% = 10% x Ry, 2AC.000.000,-
Atas bangunan

b = = Rp. 179,500,

0,50 = 0% x Rp, 175.500.000,~

Jumlah pajak yang terhutang = Rp. #19.500,~
Fasal B
Ayat (1)
langhks wakiu 1 {saty) tahun iwim sdalah dari 1 Jamuar sampal dengan 31 Desmmbar.
Ayak (2

warena tahun pajak difmulal pada tanggal 1 Januarl, maks keadsan obyek pajak peda mnggal tersebut

arupakan saat yang mensniukan pajak yang terbutang.

Cantah!

a. Obyek pajak pata tanggal 1 Januari 1588 berupa tanah dan Bangunan.
Pada tamggal 16 Jamuar 1586 bangunanmnys terbakar, maka pajak yang terbutang tetap berdasarkan
keadasn obyek pajak pada farggal 1 Januari 1985, yaitu keadean schelum bangunad tersehut
terbakar;

b, Gibyek pajak pada tanggal 1 lanuarl lmanMuWWthhmmﬁMw.
Pada fanggal 10 Agustus 1985 dilakukan pendatann, ternynta di stas tanah tersabut telah berdir susty
bangunan, maka pajak yang terhulang sntuk hun 1985 tetap dikenskon pafak berdasarkan keadaan
pada mnggal 1 Januar 1586,
Sedangkan bangunannya baru akan dikenakan pada tahun 1287,

Ayat{3)
Tempat pajak yang terbutang ntuk Kolmadya Batam, di wilayah propinsl daarsh Ungkat L yang
beraangkutan.
Basal 9
Ayat (1)

Dalam rangks pandatasn, wajlb pajak akan diberikan surst Pemberitahusn Obyak Pajek urbuk disi dan

dikembalikan kepada Dirskiorat Jenderal Pajak, Wwajib Pajak yang pernah dikenakan [PEDA, ddak wajib

mendafcarkan obyek pajaknya kecusll kelau @ mensrima SPOP, maka dis wajlb menglsinya dan

balikannya kepada Dwrektarat les deral Pajak.

Ayat (2)
Yang dimplksud dengan jelas, Banar dan lenghcap sdalan:
ielas dimaksudion agar penulisan dats yang giminta dalam Surat Pemberianuan Ooyek Pajak (SPOP)
dibuat sedemikian rupa sehingga tdak menimbulkan saiah tafsir yang dapat merugikan negara maupun
wijib pajak sendid.
Berar, berart data yang dileparkan harus pesual dengan keadaan yang sebenarnya, sepertl luas tansh
dan/atay bangunan, @hun dan harga parciehan dan SEtersSay: sesusl dengan kalom-kolemy/pertanyaan
yang ada pada Surat Pemberfahuan Obyvek Pajak (SPOF).
Ayat (3]
Cuikup jelas.
Pasal 10
Ayatil)
Surat Pemberftahuan Pajak Techutang (SPPT) gitmrbitikan atas dasar Surst Pemberitabuan Obyek Pajak
(SPOP), namun untuk mambants wajlb pajak, Surat Pemberitabian Pajsk Terhutarg dapat diterbitican
berdasarkan data obyek pajak yang teioh ads pada Dinektorat Jenderal Pajak.
Ayat (2]
Kotertuan ayat inl member| wewsnang kepada Direktorat senderal Pajak untuk dapat mengelusrian Surat
Katetapan Pajak [SKF) merhadap walib pajak yard tdak memaruhl kewajiban perpajakan sabagalmans
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meatiny e,
Menurut ketentuan ayat (2] hure a, wajib pajak yang tidak menysmpaikan Surat Pemberiahoan Diyek |
Fajak pads wekturys, walsupun sudsh ditegor secarn tertulis juga tdek menyampaikan datam jangka
wakiu yang ditentukan dalam Surat Tegoran i, Direkhir Jenderal Pajak dapal enenarbitcan Surat Pajak
secara jataten. Teshadap ketetapan inl dikenakan sanks| adminisiras| sebagaimana diatur dalam ayat (3}
Menurut ketentusn ayat (2) huref b, apabia berdasackan hasil permericsaan ptay katerangan lain yang ada
paca Direkborst Jerdaral Fajak termyata jumiah pajak yang kerhitang lebih besar darl jumiah pajak calam
Surat Pemberitahisan Pajak Tarhutang yang dhitung atas dasar Suratl Pemberitabuan Obyek Pajak yang
disampalkan wajib pajak, Direkfur Jenderal Pajak menerbitken Sorat Ketetpan Pajak secars Jabatan.
Terhadap ketetapan inl dikenakan sanks administrasi sebagaimana diatur dalam ayat (3]
Ayat (1}

Ayat ind mengatur sankst administras| yang dikenakan terhadap wajib pajak yang tdak menyampaikan
Surat Pembaritshuan Dbyek Pajak sabagairmana dimaksusd calam ayat (2) hurul &, Sanksl Bersebut
dikanakan sebagal tambahan terhadap pokok pajak yaitu sobasar 25% (dus puloh lima persen) darl pokok
pajak.

Surat Ketetapan Pajak inl, berd&sackan dbta yang ada pada Direktorat lenderal Pajak memust penetanan
abyek pajak dan besarnya pajak yang terhutang besarts denda adminkstrasi yang dikenskan kepada wajl
najak.

Cantoh
Wajib Pajak A tdak menyampalkan SPOP.

Berdasarkan data yang ada, Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan SKP yang barisi
= pyak pajek dengan luas dan nmilal jual.
= luas obyek pajak menarut SPOP.

- pokaok pajak = Rp, 1.000.000,-
- Sanksi afministras) 25% ¢ Fo, 1,000,000,00 = Rp E50.000,~
Mumiah pajak yang terhutang dalsm SKf = FHp. L.250,000,-

Ayat (4]

Ayat i mengatur sanksl sdministrasi yang dikenakan terhadep wajib pajak yang mengisl Surat
Pembertahuan Obyek Pajsk tidsk sesual dangan keadaan yang sebenamya sebagaimana dimaksud dalpm
ayat (2) hural b yaite sebesar 25% (dua pulsh lima parsen) darl selisih pajak terhutang becdasarican hasl
pemeriksasn stau keterangan lain dengan pajak terhutang dalam Surat Pemberitabugn Fajak Tarhutang
yang difitung berdasarkan Sural Pemberimhuan Dbynk Pajak yang disampaiican oleh wajib pajfak,

Berdasarkan SPOP diterbitean SPFT =Rp.  1.000.000.-
Berdazarksen pemeciksaan yang

seharusnya terhutang dalsm SKP = Rp. 1.500.000,~

Sedisih =Hp.  SO00.000,-
enda acministrasi 2%% x Ap. S500.000,- =Ap. 125.000,~
Jumlah pajak terhsang dalam SKP = Rp. B2 5000~
Adapin jumlah pajak yang terwilang sebasar =Rp.  1.000.000,~

yang tmrcantem dalam Surat Pemberitshuan Pajak Tarhutang, apabila belum dilunasi wajlk pajak,
penagihannya dilakukan berdasarkan Suret Pemberitahusan Pajak Terhotang tersebul
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Pasal 11

Ayat (1)
Contah:
Apabils SPPT diterima cleh wajlb pajak tangpal 1 Marst 1966, maka jatub lempo pembavarannys adalah
tanggal 31 Agustus 198E,

Ayat (2]
Cantoh ;
Apabils SKP diberima olah walib pajak nggal 1 Maret 1985, maka jatuh tempo pembayarannya adalah
tanggal 31 Maret 1985,

Ayat (3]

Menurit kebertusm ini pajsk yang terhufang pada s2at jatuh tempo pambayaran bdak atau kurang
diayor, dikenakan dends admindstrasi 3% (dus pergen) setap buan dar jumiah yang tidok atau kurang
dibayar tersebat unbuk jangka wakiu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan baglam dari bulan
difiiturg penah 1 {Eatu) bulas.

Contoh:

SPPT hun pajak 1506 diterima aleh wajlb paiak pads maggal | Maret 1966 dengan pajak yam] terhutang
sebesar Rp. 100.000,- {serabes b fsplah ).

Oieh wajib pajak baru dibsyar pada tnggal 1 September 1506, Maka terhadap walih pajak Eersabut
dikenakan denda sdrministrasi sebesar 2% (dua persen) yaknl: 2% = Rp. 100,000, = Rp, 2,000,

Pajak yang tarhuteng vang harus dibayar pads snggsl 1 Septamber D86 adalat:

Pakok pajak + dends sdmanisiras) =
Rp. 100.000,- + fp. 2.000,-

= B 102000~

Bila wajib pajak tersabul baru membayar butang pajaknya pada nggal L0 Dkicher 1988, maka terhadap
wajib pajak tersabul dikenakan denda 2 ¥ 1% darl polok pajak, yakni:
4% u Rp. 100,000,- = Rp, 4.000,-

Pajak yang terhutang vang harus dibayar pada anggal 10 Oktober 1988 adalah:

Pokok pajek + cenda agminisiras) =
Rp. 200,000,00 + Ry 4.000,00

= o, 104,000,
Ayat (4]
Mamsrut k inl denda dan pokok pajak seperti tersehit pads contoh panjelasan ayat
{3) ditagdh dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STF) yvang herus diunesi dalam st bulan sejak
tangged dierimanya ST tersebud,
Ayat (5}
Cukup jelas
Avyat (&)
Cukup jelas
Pasal 12
Cukug jefas
Pasal 13
Dalgrm hal tagihan pajak yang terhutzng dibayar setelah Jatuh tempo yang belsh ditentulkan, pensgihananys
dilakukan dengan sirat paksa yang saat inl berdasarkan Undang-tndang Momor 19 Tabun 1959 bent@Eng
Peragihen Pajak Wegara dengan Surat Paksa.
Fasal 14
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Pelimpahan wewarang penagihan kepada Gubermur kepala Daerah Tingkat [ dan/atay Bupat/waliketamadya
Kapala Daerah Tingkat 11, bukanlah pelimpahan urusan penaginan, mimpl hanya sebagel pemungut pajak,
sedangkan pendatasn obyek pajak dan panémpitan pajak vang terhutang tetap menfadi mewanang Manter|
Keiangan,

Dalasm hal jumiah pajak yang terhulang sebogaimana tercantum dalam Surst Pemberitahuan Pajak Terhutang
Hoak sesusi dangan obyvek pajak dlapangan, maka pemungut pajak Bdek dibenarkan mengubah jumish
Pajak yang techutang, tetapd harus melaporkan hal tersebut kepads Menteri Keuangan datam bal inl Direkcur
lenderal Pajak.

Fagal 15
Ayst (1)
Kebaratan terhadap Surat Pemberitshizan Fajak Terhutang dan Surat Ketetspan Pajak harus dlafuikan
masing-masing dalam sat surst keberatan tersandin urtuk setlap tahun patak,
yat ()
Cukup jelag
Ayar (1)
Eetentuan inl dimaksudcan uniul members wakty vang cukup kepeda wajib pagak untuk mempersiapkan
sural keberatan beserts alasan-alasannya,
Apabita ternyats Bates waktu 3 (bga) bulan tersebit tdak dapat diperahd clah wajh pajak karens keadasn
di kiar kekusssannya (Yorce mayeur”) maks ‘tenggang wakly tersebut masib dapat dipertimbangkan
unkul diperpangang okeh Direktur Janderal Pajak,
Ayat (£)
Cukup jefag
Ayat (5)
Cuskup felas
Ayat (5)
Cukup jetas
Pagsd 18
Ayat (1)
Cukip jelas
Ayt (2)
Cukup kelas
Ayat (3}
Cubup jelas
Ayat (4)
Ketantuan sl mangharusken wallb pajak mambukiikan kntidakbenaran ketelapen pajak, dalam kal wajib
pajak mengajukan keberatan terhadep ketetapan secara Jabetan.
Apabia wejh pajak tidak dopat membukticen ketidakbenaran Surat Ketatapan Pajak secars {shatan i,
kebera@nnye ditalak.
Ayat (5}
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberkan kegastian bukum bagl walib pajak, vaitu apabils dalam
Jengka wakiy 12 (dus balas) bulan srjak tsnggal diterimanys surat keberatan, Direkour Jenderal Pajaic
tidak memberikan keputusan atas keberatan vang diajukan berart keberstsn terssbat diterima,
Pasal 17
Avat {1}
Ketentusn ind herikan kesempatan kepada walih pajak yang kurarg puas terhadap kepubusan
Dirgkctur Jandaral Pajak ates keberatan vong diajukan urtuk mengajikan banding ke badan peradilan
pajek, dakam hal ind sepert vang ada sakarang yalu Hajelis Pertmbangan Pajak,
Ayat (2}
Cukup jelss.
Ayat (3)
Cukup jelas.
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Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
fyat (3}
Karera penerimaan pajak &l diarahkan untuk kepentingan masyarakat di Daersh Tingkst 11 yang
bersangkutan, maka sebaglan bosar penerimaan pajak inl diberkan kepada Daerah Tingkat 11,
Ayat (1)
Cukup jefas,
Pasal 1§
hyat (1)
Huruf &
Kaondis! tertenty cbyel pajak yang ada hubungannys dengan subyek pajak dan sshab-gsbab tertenti
lminmys, berups lahan perisnisn yang sangat terbatas, barpgunen yang ditempatl sendirl yang dikuasal
atau dimiliki aleh golongan wailb pajek tertentu, lshan yang nilsl juslnya meningkat sabagai akia:
perubahan Uingkungan dan dampak positlf pembangunan serts pemanfastannya belem sesual dengen
perurmkan linghungan.
Huruf b
- Yang dimaksud dengan bencana atam adalah gampa baml, banjir, nah longsor.
- Yang dimaksid dengan sstal lain yang lusr biass sdalah sepert:
- kehakaran;

Eekeringan;

wiabah peryakil tanatman;

hmme tEnaman,
Ayat (2)
Cukup jolas,
Pasal 20
Keterfuan i memben kesempatan kepada wajl pajak unbik memints pangurangan danda administrasi
sehegaimans denaksud dalam Pazal 10 ayat (3), Pasef 11 ayat (3}, dan ayat (4), kepada Direkbur Jendaral
Pejak.
Direktsr Jenderal Pajak dapat mengurangkan sebagian atau saluruh dana adminisiras] dimaksud,
Fasal 21
Ayat (1)
= PeiEbat yang Wgas pekoripannya berkalan langsung dengan obyek pajak adalah: Camat se=bagal
Pejabal Pembust Akia Tanah, Notzris Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah,
= laporsn iertulls tertang mutesh obyek pajak misalnys antara Win jual bell, hiah, warisan, harus
disampaikon kepads Direkiorat Jenderad Pajak yang wildyah kerfam'a melipull latak obyek pajak,
Ayat (1)
Pajabat yang dimaksud dalam ayat (1) misalnya antara lakn: Kepala Keluraban atag Kepals Dess, Pejabat
Dinas Tata Koia, PMejabat Dinas Pengawasan Bangunan, Pejabat Agraria, Pojabat Balsl Marta Peninggatan,
hyat (¥}

Cubkup jelas.
Ayet (4)
Cukup jelas,
Pasal 22
Peraturan perundang-undangan yang berlsku bapi pejabat delam passl sl ialah antara fain: Peraturan
Permerintah Nomor 306 Tahun 1580 tentang Peraturan Disiphn Pegewsd Negeni Sipd, Staatsblad 1860 Nomar 3
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tmntang Paraturan labatan Notars.
Pasal 23
fang dimaksud dengan peraburan perundang-undangan lalinnya adalah antasa kain Undang-undang Nomore 19
Tabun 15955 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa.
Pagal 24
Kealppan sebagabmana dimaksud dalam pasal Ind berart tidak sengaja, lalnl, dan kurang hati-hati sehinggs
perbuatan tafpabut mangakibatcan keruginn bagl megars. Surst Pemberitmhusn  Obyek Pajek haras
dikembaikan/disampaikan kepada Direktorat Jendernd Pajak selambat-lambatnys dalam wakiu 30 hori sejak
wrggal diterimanya Surat Fambaritahuan Obyek Pajak sebagaimana dimaksud delem Pasal 9 ayat [2).
Pasal 25
Ayat{1)
Perbuntan atau tndakan sebagaimana dimaksud dalam aysl ml yang ddakukan dengan sengajs
maerupakan tndakan pidana kejahatan, karens ity disncam dengan pidana yang lebit besat,
Ayat {2)
Yang dimaksud dengan bukan wajfih pejak dalam avat ini yaitu pejabat yang wgas pelerjaannya berkaltan
lengsung atau ada hubungannys dengan obyek pajek atmupun pihak lainnya,
Ayat {3}
Untuk mancogeh terjadinga pengulangan Yndak pidana perpajakan meska bagl mereks yang melakukan
lagl tindak pidana sebagaimana dimaksud dalem syet (1) sebelum lewst L (satu) tahun sejak selesal
manjaland sebagian atsu seluruh pidans penjara yang dijstubkan ateu sejai dbayarmys denda, dilcanakan
pidana ek berat talah 2 (dua) kall lipet dari ancaman pidsna ssbagaimana dimaksisd dalam ayat (1),
Pagsl 26
Penyimpangan terhadep ketentuan Passl 78 Kiab Undang-undang Hukum Pidana dimaksudican untuk
menyesuaican dengan kewsjiban meryimpan dokismen pamalakan yvang lamanya 10 (sepulah) tanun,
Pasal 27
Cukiug jelag
Pasal 28
Cubkup jelas
Fasal I¥
C ik Jedas.
Pazal 30
Ketentuan Undamg-undang ni band berlsky terhadap abyek pajak yang dgunakan datam rangka Montrak
Karya dan Kontrak Bagl Masil dalam bidang perambangan minyak dan gas buml serta calam bidang
perambangan lsinmya yang perjenjlannye ditamdetangani sejak berlakurya Undarg-undang inl yadtu tanggal 1
Januari 1986, sedangkan unfuk Kontrak Karya dan Kontrak Bagl Hasll yang telah ada tetap bariaku
etentuan-ietentuan yang tercantum dalam Kontrak Karya dan Kontrak Bagl Has tersebut,
Fagal 31
Cukiind jolas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMODR 3312
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Lampiran L

L
MEPLMLIH NIRRT S
UNDANG: UNTCANG REPUBLIK TRDONESTA
ROMOR 12 TAHUSN 1994

TENTANG

PERUBAHAM ATAS LINDANG-UNDANG NOSOR L7 TAHUN 1585 (Index. php?r=aturan/rincladorypl=ok=|
TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGLINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
FRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang © & bahwa pelaksanasn permbangunen nasional telish ghasikan perkembangan yang pesat dalam
Eehidupan nesional, khususnys o bidang perekonomisn, termasuk berambangnyn bantuk-bentuk
dan prakiek peryelenggarasn keglatan wsaha yang belem tertampung dalam uUndang-undang
perpajakan yang sekarang berak;

b bt dalam usaba untuk Selall menjags ager perkembangan perekonamian sebagal verseibut df
atas dapat istap berfalen sedusi dengan kebiakan pembarguran yang bertumpu pada Trilogl
Pembangunsn sebagaimans dlamanstcan dalam Garls-gars Bessr Halusm Negara, dan sairing
dengan U dapsl dicipiakan kepasten hukum yang berkalan dengan aspex parpajaxan bagl
bentuk-bentuk dan prakiek peryelenggarasn keglatan usahi yang terus berkembang, dperiulan
Iengkak-langkan peryasuaian yang memadai techadap berbagal Undang-undang perpajakan yang
Eiah sda;

. banwe urtuk mewuiudkan hal-hal erssbul, dpendang perl mengubah bebaraps ketertusn dalem
Undang-undang Nomor 12 TAHUM 1985 (index.pho?r=pturanfrncibiderypt=olca) entang Pajak
Buml damn Bangunan;

Menpingat ¢ L. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Posal 23 ayat (1) Undang-LUndang Dasar 1945;

7. Undangeundang Momor & Tabun 1983 tentang Ketertuan Umum dan Tata Cara Perpajabkan
{Lembaran Megara Tahun 1983 Nomar 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana
telah dwbah dengan Undang-undang Kamor 9 Tahun 1994 (Lembaran Megara Tahum 1934 Nomor
55, Tembahan Lombaran Negara Nomor 3566);

I Undapg-undang Meormar 12 TAHUN 1985 (index.phpireaturan/rincikidcrypr=alc=) tentang Pajak
Bumi dan Bangunan [Lambaran Negara Tahun 1985 Momar 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor
F3an

Dengan Persabujuan
DEWAN FEAWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSEAN:
Mionetmpkan : UNDAMG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UMNDANC-LUNDANS NOMOR 12 TAHUM 1585
{indax. php?r=aturan/rinc|Gldorypi=clc=) TENTANG PAIAK BUM] DAN BANGUNAN,

Fagal 1
Menpgubah  beberaps ketentusn dslam  Undang-undang Nomor 12 TAHUN 1965  (index.php?
r=aturan/rincilddorypt=oloe] entang Pajek Bumi dan Bangunan, sebagal berikut;
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L. Keterbuan Pashl 3 ayat (3) dan ayal (4) diubab, sehingga Pagal 3 seluruhmys menfad berbunyl
sehagai becikut:
‘Fasal 3
{1} Dbk Pajak yang tdak dicenakan Pajak Bumi dan Banguran adalah objek pajak yang:
a.digunaken semats-mata untuk melsvan kKepantingan umum dl Bidang @adeh,  sosial,
kesehatan, pendidikan dan kebudayaan naslonsl, yeng tdak dimaksadican untizk memperclah
entungan,
b gigunakan untuk kuburar, peninggalan purbakels, stau yang sejents dengan i)
.. meruppikon  hutmn  lindung, butan suaka alom, hutan wisats, taman naskonal, tanah
penggemboisan yang dikuasal oleh desa, don tansh negara yang belum dibebani suaty hak;
d. dgunakan sleh perwakilan diplematic, korsulat berdasarkan asas periakuan bmbal baiik,
e digunaken oleh badan stau perwakilan organisasi intermesicnal yang dibeniukan olah Menterd
Keuangan,
{2} Onjek pajak yang cigunakan oleh negara untul penpelenggarsan pemerictahan, penentuan
pengenazn pajaknya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah,
{31 Besarnya Nilal Jusl Objek Pajak Tidak ®ona Pajak ditstapken sebesar Rp. £.000.600,00
{delapan juta rupiah) untuk setbap Wajit Fajak.
{4} Panyesusaien besarnyn MHal Jual Dbjek Pajak Tidak wena Pajak ssbagaimana dimaksud pada
ayat (3] dinEpkan olah Menfar Keuangan.®
& Ketentsan Pasal 17 difadis,
3. Ketentuan Fasal 23 duibah, sehingga Posal 23 seluruhnys menjsdi berbunyi sebogad bertkutc
*Pasal 23
Terhadap hakhal yang Bdak diahs secara khusus dalam Undang-undang ind, beraku ketentuan
dalam Undang-undang Nomer & Tahun 1983 entang Kolsnhan Umem dan Tata Cara Perpajakan
sehagaimana telah diubah dengan Undang-undiang Momor % Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun
1934 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3566) serta perafuran perurdang-undangan
laEnnya®,
4. Ketentiian Pasal 27 dinanus.

Pasad 11
Dengan bartakunya Undang-undarg Inl, peraturan palaksanasn yang telah ada di bidang Pajak Bumi
dan  Bangunan bardasarkan  Undang-undang Nomor 12 TAHUN 1965  (index.php?
rupturan/rintidderypi-olo=} tenmng Pajek Buml dan Bangunan, tetap beroku sepanjang bdak
pertertengan dam belum digtur dengan peraturan pelaksansan yang baru berdasarkan Undang-
undang Wl

Passl [11
Undang-undang ini dopat disebut “Uncang-undang Ferubahan Undsng-undang Pojak Bumi dan
Bangunan®,

Paasl IV
Undang-undang ini mulsi berfaku pads tanggal 1 Januari 1935,
Agar satlap crang mengetahwinga, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan
[ patannya dalam L an Megara Republik Indonesia.

Disahican di Jakarts

pads nggal 9 Nopember 1994
PRESIDEN REPUBLIK INDONESLA
od

SOEHARTO
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Dhurdangkan di Jakarta
pada anggal 9 Nopember 1994

MEMTERL SEKRETARIS NEGARA
REPLBLIK INDOMESIA,

.

MOERDIOND

LEMBARAN NEGARA REPUBLIE INDOMESIA TAHUN 1994 NOMDR 62

PENIELASAMN

ATAS

UMDANG -UNDAMNG REPUBLIK IND-OMNES LA,
NOMOR 12 TAHUN 1954

TENTANG

PERLIBAMAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1985 (index.ghpirsaturnn/rincikidoryptanics)
TENTANG PALAK BUMI DAN BANGUNAN

§. UMUM
Negara Rapublic Indonesia adalah pegara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang
menjunjung tingg! hak dan kewaliban selisp orang, oleh karena Ity menempatkan perpajakan sebagal salah saty
perwuludan kewajiban kenegaraan dalam kegotongroyongan nasional sebagal peran sera masyarakal dalam
memblayal pamoangunan,
Eesual dengan keteruan Pasal 23 ayat (2) Undang-undsng Desar 1945, Kefantuan-keientuan perpajaken yang
merupakan [Bndassn pemuagutsn pejek ditstapkan dengan Undsng-undang. Undeng-undang Nomor 12 TAHUN
1585 (index.phpPr=alusn/fnciidcrypt=olca] tertang Fajek Bumi dan Bargunan vang berlaku sejak tabun 1986
merupakan landasan hukum dalom pengensan pajak sehiubungan dengan hak atss bumi dan/stau perolehan
fanfaal Ftas buml dan/sse kepemililcan, pengsssan dan/ateu peroleban manfasl atas bangunan.
Pada hakekatrys, pembayaran Pejak Bumi dan Bangunan mernspakan szish satu sarana  perwujudan
kegotongroyongan  naslonal  dalam  pembesyamn  negars  dan pembangunan  nasional,  sehingga
dalampeang A hErus T perhatikan prinsip kepastion hukum, keadilan, den kesederhanszn serta
H:lnji‘lﬁ aleh II:I.tL'm sdminisirasl perpajakan yang memudahiaon Waijlh Pajak dalam memenushl kewajiban
yaran pajak, Setelah hampir satu d bm'hkurrpn l.hd.lng—ur:d.lng Momaor 12 TAHUN 1985
ﬂimimt phpir=aturan/rinciéddcrypb=olc=}, deng makin o man yarakat dan
meningkatnya jumiab Objek Pajak serts untuek menyelaraskan penn:n.lnn pajak :Il.ngan amanat dalam Garis-
garis Besar Haluan Megara, dirgsskan sudah mesznya untuk menyempurnakan Updang-undang Momor 12
TAHUN 1985 (index.phptr=aturan/rincibldorypt=alcs).
Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastan hukum dan keaddan, maka arah dan tujuan peryempurnasn
Undang-undang ini adatah sebagal berikut;

2, Menunjang kebljaksanaan pemerinan menwju kemandifdan bangsa dalam pemblayaan pembangunan yang
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sumber utamanya berasal danl penermaan pajak,
b, Lebd memberikan kepastion hukum dan keadilan bagl masyarakat uniuk berpartisipasi dalam pembiayaan
pembanguran Sesissi dengan kermampuaneya,
Dengan berlandaskan pads srsh dan tijusn peryempurnasn tErssbat, maka dalam penysmpurmaan Undang-
undang MNomor 12 TAHUN 1985 (indew.phpir=aturanfrincibidcrypt=olc=] periu disther kemball ketentusan:
katantuan menganal Pajak Bumd dan Bangunan yang ditusngkan dalam Undang-undang tantamg Perubaban Atas
Undong-undang Momor 12 TAHUN 1985 {index.phpTr=aturan/rncibidorypt=olc=) tenang Pajak Bumi dan
Bangunan, dengan pokok-pokok antars laln sebaga berket:
@ uniuk leblh mamborikan kesdilan dalam pengenaan pajak, diatur keterbusn mengenal besarnya Miad Jual
Objek Pajak Tidak Kens Pajsk tnbuk setiap Wallb Pajak:
b, Memparjelss ketentuan mengenal uaya banding ke badan peradilan pajak.

11, PASAL DEMI PASAL
Pasal §
Angka 1
Pasal 3
Avat (1)
Yang dimaksud dengan tdak dimaksudkon untuk memperodeh keuntngan sdalah bahwa obiek
pajak |ty divsahakan untok melayani kepentingan emum; dan nysta-nyata Hdak ditufukan unuk
mancar] ksuntungan.

Hal inl dapat diketabul antera lain darl snggarsn daser dan angQaran rumah tanggw dar
yayasan/baden yang bergerzk dalam bidang |badah, sosial, kesehatan, pendidian, dan
kabudayaan nasional terssbut. Termasuk pengertian inl sdalah hutan wissta milik Negam sasual
Pazal 2 Undsng-urdang Momor § Tahun 1967 tentang Ketentean-ketentuen Pokok Kahutanan.
Cantoh:
- pesaptren plsl Selenls deagan b
-~  madrasah.
= tanah wakaf,
= rumah sakil wmum,

Aot (2)
Yang dimaksed dengan objek peajak dslam  ByAt Ind adalah  objelk pajak  yang
dimilikifdikuasal/digunakan oleh  Pemerinkafh  Pusat  dan Pameriniah  Dasrah  dalam
menyelenggarakan pemerintah.

Fajak Bumi dan Bangunan adafish pajek regars yang sebaglan besar penerimaannya merupakan
pendapatan dasrah yang entars lain dipergunakan untuk penyediaan fesilitas yang juge dinikmat
oleh Pemerntah Pusat dar Pemerindah Daerab,

QOleh sebab Ity wajsr Pemerintah Puset jugs kut membiayal panyediaan fasilitas tersebat melatul
pembaymran Pajek Bumi den Bargunan.

Mengenai bumi denfstsr bangunan millk peroramgan danfatau badan yang degunakan oleh
negara, kewajben perpajakannys tergantung pada perjan]ian yang dindakan.

Ayat (3)
WUnkuk satiap Wajlb Pajak diberican Miai Jupl Objek Pajek Tidak Kena Pajak sebesar Rp.
B.000.000.00 [dalapan |uts rupiah).

Apabiis searmng Wajib Fajak mempunyal bebaraps Objek Pajak; yang diberikan Nilad Jual Obdek
Pajax Tidak Kena Pajak hanya salah satu Objek Pajak yang nilainya terbesar, sedangkan Objek
Pajak laimnya tetap dikenakan secara penuh @npe dikurangl Nilei Jusl Objek Pajak Tidak Kena
Pajak.

Contoh:
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1. Seqgrang Walib Fagak hanya mempunyal Objek Pajak berupa bumi dengan nilsl sabagai
bBarikub:

- Nilal Jual Objek Bajak Bumi Ap.  3,000.000,00
- Wilal Jual Cbjek Pajak Ticak Kena Pajak Ap.  B.000,000,00

Karena Misl Jual Objek Pajak berada dibawah Milai Jual Objek Fajak Tidak Kena Pajak, maka
Objek Pajak tersebut tidak dikerakan Pajai Bumd gan Bangunan.

‘Seorang Wajlb Pajak mempunyal dus Objek Pajek berupa bumi dan bangunan masing-miasing
i Diesa A don di Desa B dengan nilal sebagai berfouts

2

a.Desp A
- Milal Jual Objek Pajak Bumi = R B.0OM,060,00

= Milai Jusl Olibak Fajak Bangunan = Rp 5,000.00d, 00
Hilad il Olek Pajak Untuk Penchifunagn Paiak §

Milsi Jual Objok Pajak Bumi Ap B.D00.000,00

= MHal Jual Objek Pajok Bangunan Ap 500000000 (+)
= Nilal Jual Objek Pajak sebogai desarfp 13.000.000,00

nengenaan pajak

= Nial Jual Objek Pajak Tidek Kenafp 8.000.000,00 (-}
Pajek

- Nl Jual Oojek  Pajex  unlukRp  5,000,000,00
Penghitungan Pajak

b. Dess §

= Wik Jual Ghjpek Pajak Burmi = Rp 5.000.000,00

= Milak Jual Objek Pojak Bangunan = Rp 3,004, 000,00

kel Jual Objek Faiak untuk Penghitungan Paiak

= hilak Jual Jbjek Pajak Bumi Fp 5.000.000,00

Hilai Jual Dbk Pajak Bangunan Rp 3.000,000,00 {+)
Milai Jual Dbjek Pajak sebagei dasarip 8,000.000,00

pENgERAAN pajak

< Nill Junl Objek Pajak Tidak KenaRp 0,00 {-)
Pajak

= Nilal  Jual  Objek Pajak  untukRp 8,000,000,00
Penghitungan Pajak

Untuk Objak Pajak o Desa B, bdak diberikan Milel Jusl Objek Pajak Tdak Kena Pajak
sebesar Ap.8.000.000,00 {delapan juts rupish), kirena Milai Jual Objek Pajak Tidak Kena
Pajak telah dibertkan untuk Objek Pajak yang berada di Desa A.

1, Secrang Walib Pajak mempunyal dua objek Pajak berupa bumi dan bangunan pads satu Desa
C dengan nilai sebagal berikut

& Oblek |
- Rial Jus| Objek Pajak Bumi = Rp 4,000,000,00

= Mial Jual Objek Fajak Bangunan = Rp 3.000,000,00
Bal {ual Dbk Paiak Unfuk Pengbibmcan Paiak |
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Nilal kual Objek Pajak Bumi Rp #.000.000,00

= Nilal Jual Objek Pajak Bangunan Fe 2.000.000.09 (+)

Nilal Jual Dhjek Pajak sabagai dasarRp 5.000.000,00

panganaan pajak

fEal Jual Objek Pajak Tidak KeraRp 8,000.000,00

Fajak

Karena hital Jupl Objeir Pajak berada dibawah flsi Jusl Objek Pajak Tidak Kena Pajak,
maka Objek Fajak ersebut tdak dikenakan Pagak Bumi dan Bangunan,

b, Objek [1

- Hilal Jual Cjek Pajak Bumi = Rp 4.000.000,00

- Bjiial Jusl Objek Paiak Bangunsn = Rp 1.000.000.00

Hilel usl Obdek Palak wntuk Penghitunoan Pakak

- Bilai Jusl Objsk Pajsk Burmi Fep 4.000,004,00

- Hilak Jual Dajak Pajak Bamgunan fip. 1,000,000,00 (+§

= Milaii Jual Objek Pajak sebagal dasacfip 5.000.000,00
pangenaan pajak

= Hilni Jual Ohbjek Fajak Tidak Kenaip 0,00 (=1
Pajak

- Mial Joal Objek  Pajak  untubchp 5.000.000,00
Penghftungan Fajak

Ayat (4]
Berdasarkan ketentuan ind Mentert Keuangan diberikan wewenang umuk mengubah besarmya
NWilai Juzl Objek Pajak Tidsk Kena Pafak sebagaimana dimaksued pads ayval (3) dengan
mempertimbangkan porogmbangan ek dan serts perkembangan hargs wmum
objek pajak seCap mhunnya,

Angks 2
Dengan dbamesnya Pasal 17, ketentusn banding Pajak Buemd dan Bangunan mongliout) ketentuan Pasal 27
Undang-undamg Momor 6 Tehun 1983 tentang Keteabugn Umun dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana
telah fubah dengan Undang-sndang Momar 9 Tahun 1994 (Lembaran Megara Tabwn 1954 Momor 59,
Tambehan Lembaran Negara Nomar 3566).

Anghka ¥
Pasal 23
Yang dimaksud deng perundang-undengan lainnya sdalah anara lain Undang-undang
Moamor 15 Tahun 1959 lentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa.
Angha £
Cukup jefas

Fasal 11
Cukup alas

Fasal 111
Cukiup Julas

Fasal IV
Cukup palas
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Lampiran M

LAMPIRAM T
FERATURAM MENTERI
KEUAMNGAN NOMOR
150,/ PMECO3 72070 TENTANG

KLASIFIKASI DAN PENETAPAN
NILAI JUAL OB[EK PAJAK
SEBAGAI DASAR PEMNGEMAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

A KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI UNTUK OBJEK PAJAK SEKTOR
FERDESAAN DAN SEKTOR PEREOTAAN

=

Pengelompokan Nilai fual Bumi

Nilai Jual Objek Pajak

2 (Rp/m?) Bumi (Rp/m?)
xn > 6739000000 sfd 6I.T00.000,00 55.545.000,00
oz > 6512000000 sf/d 67.390.000,00 e, 25500000
(3 > 62 89000000 s/d 65.120.000,00 e, DN, 300,00
004 = B0.700.000,00 s/d 62.890.000,00 61,795,000,00
5 > 58550.000,00 =/d &H0.700.000,00 54,625 000,00
(1] > 5644000000 =/d 58.550.000,00 57,495 000,00
7 = 54 370.000,00 s,.r’d S 440, D0, 00 55.405.000,00
(1] > 5234000000 s/d 54.370.000,00 53,.355.000,00
o9 > 5035000000 s/d 52340.000,00 51.345.000,00
o = 4340000000 s/d 50.350.000,00 49.375.000,00
mai >4 A0 000,00 s/d 4840000000 47.445.000.00
nz > 44 620000,00 s/d 46.490.000,00 45,555.000,00
ms > 4279000000 s/d 44.620.000,00 43, 705.000,00
mn4 > 4100000000 s/d 42.790,000,0 41.895.000,00
ms = A9.250,000,00 s d 47, (NN0L000, N0 40.125.000,00
& = 37 5400, 000,00 E,.n’d 39.250.000,00 38.395.000,00
m7 > 3587000000 s/d 37.540.000,00 36.705.000,00
018 > 34.240.000,00 sfd 35.870.000,00 35,055.000,00
019 > 3265000000 s/d 34.240,000,00 33,445.000,00
020 = 3110000000 s/d A2.650.000,00 F1,875.000,00
(i > 2959000000 s/d 31.100.00000 30.345.000,00
22 > 2812000000 s/d 29.590.000,00 28, 855.000,00
03 > 26.600,000,00 s/d 28.120.000,00 F7.405.000,00
24 o 25, 300, D0, 1) n,.r‘d 26, 690,000,00 5,995,000,00
025 > 2395000000 sfd 25.300.000,00 24.625.000,00

Pt Vg of v g ot Tooed D00 90H 501 PR L 0O L P
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> 22640000, 00)
= 21.370,000,00
= 20, 140,000,000
= 18.950,000,00
= 17 800.000,00
= 16.650,000,00
= 15.620,000,00
= 14,5%0,000,00
> 13.600,000,00
> 12,650,000,00
> 11.740.000,00
= 10.870,000,00
= 10.040.000,00
2> 9 250, D00, M0
> 8 500.000,00
= 7.790.000,00
= 7 120.000,00
> 6.490.000,00
> 5.5000.000,00
= 5.350.000,00
> 4. 840.000,00
= 4 3AF00000,00
= 3.9:400.000,00
> 3 550.000,00
= 3,200,000,00
= 3 000000, 00
> 2E50.000,00
= 2.708.000,00
= 257300000
> 2444 00000

> 2.261.000,00
= 2091 000,00
= 1.934. 000,00
> 1.789.000,00
> 1,655.000,00
= 1450, 000,00
= 1347 000,00
= 1.207.000,00
1,06, (N0, ()
> 977.000,00

afd
sfd
sfd
s/d
s/d
s/d
s/d
afd
8fd
sfd
s/fd
sfd
sfd
& d
gfd
8/d
sfd
sfd
s/d
s/d
&/d
sfd
s/d
s/d
sfd
sfd
sfd
afd
&fd
8fd
afd
afd
5/d
sfd
sfd
s/d
s/d
s/d
sfd
sfd

P Page
23,950.000,00
22 640,000,00
1.370.000,00
0. 140.000,00
18.950.000,00
17.800.000,00
16,690, 000,00
15.620.000,00
14,590.000,00
13.600.000,00
12.650.000,00
11.740.000,00
10.870.000,00
10.040.000.00
9.250.000,00
B.500.000,00
7.790.000,00
7.1200000,00
6. 490.000,00
5.900.000,00
5.350.000,00
4 B40.000,00
4.370,000,00
3.5940.000,00
3.550.000,00
3.200.000,00
3.000.000,00
2.850.000.0
2.708.000,00
2.573.000,00
2 444 000,00
.21 000,00
2.090.000,00
1.934. 000,00
1789, (00,00
1.655.000,00
1.490,000,00
T.347 000,00
1,207 (00,00
1.066.000,00

P AT T 20408150 P S0 DL b

23.295.000,00
22.005.000,00
20.755.000,00
19.545.000,00
18375.000,00
17.245.000,00
16.155.000,00
15.105.000,00
14095, 000, 0
13125000, 000
12.195.000,00
11.305.000,00
10.455.000,00
0.A45,000,00
B_B75.000,00
B.145.000,00
7455, 000,00
6805000, 00
6.195.000,00
5.625.000,00
5.005.000,00
4.605.000,00
4.155.000,00
3.745.000,00
3.375.000,00
3,100, 000,00
2.925,000,00
2.779.000,00
2.640.000,00
2.508,000,00
2.352.000,00
2.176,000,00
2.003,000,00
1,862.000,00
1.722.000,00
1.573.000,00
1.416.000,00
1.274.000,00
1.147.000,00
1.032.000,00

127



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Mew Prges
it >855.00000 sfd  9TF.000,00 916.000,00
0a7 > 74500000 s/d H55.000,00 S02.000.00
b8 > 65500000 s/d T48.000,00 F2.000,00
069 > 57300000 s/d 65500000 614.000,00
7o > 501.000,00 s/d 573,000,000 537.000,00
g = 42600000 s/d SI11.000,00 464 000,00
2 > 36200000 s/d 424, 000,00 394.000,00
(e = 308,000,000 s/d 362.000,00 33500000
074 > 26200000 s/d 0B, 000,00 255.000.00
075 > 23.000,00 s/d 262 000,00 243.000,00
076 = 17800000 s/d 233.000,00 200.000,00
077 > 14200000 s/d 175.000,00 1&0.000,00
78 > 11400000 s/d 142.000,00 128.000,00
a7e > 000000 s/d 1714.004,00 103.000,00
&0 > 73000,00 s/d SL.000, 00 £2.000,00
081 = 55.000,00 s/d 73.000,00 £4.000,00
082 =41.000.00 s/d 55.000,00 48,000,00
063 > 300000 s/d #1.000,00 346,000,00
N84 »23.00000 s/d 31.000,00 27.000,00
045 = 17.000,00 s/d 23.000,00 20,000,00
86 > 1200000 s/d 17.000,00 14.000,00
087 > 840000 s/d 12.000,00 10.000,00
088 > 590000 s/d 8.400,00 7.150,00
089 > 410000 s/d 5.900,00 5.000,00
050 = 250000 s/d 3.500,00 410,00
091 > 200000 s/d 2.900,00 2.450,00
0e2 > 140000 s/d 2.000,00 1.700,00
09a >1.050,00 s/d 1.400,00 1.200,00
094 > 76000 s/d 1.050,00 910,00
095 > 550,00 s/d 760,00 660,00
066 = 410,00 s/d 550,00 480,00
097 =3000 =s/d 410,00 350,00
09 =000 s/d 310,00 270,00
o) >170,00 s/d 240,00 200,00
100 = 170,00 140,00

B. KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BANGUNAN UNTUK OBJEK PAJAK SEKTOR

PERDESAAN DAN SEETOR PERKOTAAN

O i A T

- ST Per Ly iy
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ST ) Fiow Page 1
e Pengelompokan Nilai Jual Bangunan * Nilal Jual Objek Pajak
iBp/ md) Bangunan (Rp,/ o'y
om > 14.700000,00 s/d 15.800.000,00 15.250,000,00
00z > 1360000000 s/d  14.700.000,00 14.150,000,00
003 >12550000,00 s/d  13.600.000,00 13.075,000,00
004 > 1155000000 =/d 12.550.000,00 12.050,000,00
005 >10.600.000,00 s/d 11.550.000,00 11.075.000,00
006 > 70000000 s/d 1060000000 10.150,000,00
007 > BASOO00,00 s/d  9.700.000,00 0.275,000,00
008 >ROG0.00000 s/d  B.A50.000,00 B.450,000,00
D09 >7300000,00 s/d  B.050.000,00 7.675.000,00
010 > 660000000 s/d  7.300.000,00 6,950,000,00
011 > 585000000 s/d  6.600,000,00 £.225.000,00
mz >5130000,00 s/d  5.850,000,00 5.500,000,00
ma > 450000000 s/d 5.150.000,00 4,825.000,00
4 =3000.00000 s/d 450000000 4.200,000,00
M5 >3350.000,00 s/d  3.500.000,00 3.625,000,00
06 > 2850.000,00 s/d 335000000 3.100.000.00
m7 > 240000000 s/d  2.850.000,00 2625 000,00
M8 >2000.000,00 s/d  Z.400.000,00 2.200,000,00
mg > 1.666.000,00 s/d  2.000.000,00 1.A33.000,00
020 > 136600000 s/d 166600000 1.516,000,00
0z1 > 108400000 sfd 136600000 1.200,000,00
022 >902.000,00 s/d  1.034.000,00 968.000,00
023 > 74400000 s/d  902.000,00 £23.000,00
024 > p56.000,00 =/d 74400000 700.000,00
025 >534.000,00 s/d  656.000,00 595.000,00
026 > 47600000 sfd  534.000,00 505.000,00
i »382.00000 sfd  476.000,00 429.000,00
028 >ME00000 s/d  3B2.000,00 365.000,00
29 > 27200000 s/d  348.000,00 310.000,00
30 = 25600000 s/d 27200000 264.000,00
i) >194000,00 s/d  256.000,00 225.000,00
(1] > 188.000,00 sfd  194.000,00 191.000,00
(15%] >13600000 s/d  186.000,00 162.000,00
54 > 12800000 sfd 13600000 132.000,00
35 >104000,00 s/d  128.000,00 116.000,00
36 9200000 s/d  104000,00 08, 000,00

v i . b R T 201 1 Sl P L D3 20 P Lt bam
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a7 > 7400000 s/d S2.000,00 B83.000,00
(38 > GE000,00 s/d F4.000,00 7006, 060
he] > 5200000 s/d 68.000,00 01004, 000
| o0 | < 52.000,00 50100000
MENTERI
KEUANGAN
AGLUS
DWW MARTOWARDOIO
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